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Menimbang

TENTANG
PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan
kelembagaan petani telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan
Kelompoktani;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan
Kelompok Tani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
82 /Permentan/0OT.140/8/2013 tentang Pedoman
Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani
perlu ditinjau kembali;

bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal
19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan  Peraturan
Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan

Petani;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 311);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43 /Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan
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Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PETANI.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 1
Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan
untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan
kepentingan petani.
Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. kelompok tani;
b. gabungan kelompok tani;
c. asosiasi komoditas pertanian; dan
d

dewan komoditas pertanian nasional.

Pasal 2
Untuk meningkatkan  kapasitas Kelembagaan  Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh.
Pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Instrumen pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.

(1)

Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan
Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (Sistem Kerja

LAKU SUSI).

Pasal 4
RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

wajib disusun oleh kelompok tani.
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(2) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b wajib dilakukan oleh Penyuluh.

(3) Penyusunan RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013
tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan
Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1055), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai
penyedia pangan rakyvat Indonesia, berkontribusi nyata dalam
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan
tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat
kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan
kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan
Pelaku Usaha profesicnal, andal, berkemampuan manajerial,
kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama
dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing
dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.
Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan
pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup
penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani
dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya
menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi,
produktif, menerapkan tata kelola berusaha vyang baik, dan

berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka
perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat
menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri
sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan

lokal petani.
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-
XI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan
petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013
tentang Pedoman  Pembinaan Kelempoktani dan  Gabungan
Kelompektani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan
kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayvanan dan

pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompck Tani.
Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam

penyelenggaraan pembinaan Kelembagaan Petani.
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pembinaan Kelembagaan Petani meliputi:
1. Kelompok Tani;

2. Gabungan Kelompok Tani;

3. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan

4

Dewan Komoeditas Pertanian Nasional.
Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan
dari, oleh, dan untuk ©petani guna memperkuat dan
memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani,
Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan
Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

2. Kelompcek Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan
petani/peternak/pekebun yang dibentuk ocleh para petani atas
dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,
ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
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10.

11.

12.

Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan
Poktan ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: Kelas Pemula,
Kelas Lanjut, Kelas Madya dan Kelas Utama yang penilaiannya
berdasarkan kemampuan Poktan.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan
adalah kumpulan beberapa Kelompek Tani yang bergabung dan
bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi
usaha.

Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yvang melaksanakan
kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani,
guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik
vang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
Asosiasi Komeditas Pertanian adalah kumpulan dari petani,
Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang
mengusahakan  komeditas sejenis untuk memperjuangkan
kepentingan petani.

Dewan Kemeoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga vang
beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk
memperjuangkan kepentingan petani.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati
dengan bantuan teknolegi, modal, tenaga kerja, dan manajemen
untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam
suatu agroekosistem.

Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari
produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelahan, sarana
produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usahatani yang dapat
diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara
Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya vyang
melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang vang melakukan usaha sarana
produksi Pertanian, pengelahan dan pemasaran hasil Pertanian,
serta jasa penunjang Pertanian yvang berkedudukan di wilayah

hukum Republik Indonesia.
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13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menoleng
dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

14. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia
vang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh

Pegawai Negeri Sipil, penyvuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

BABII
KELOMPOK TANI

Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan
Petani, dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal
untuk meningkatkan Usahatani dan kemampuan Poktan dalam
melaksanakan — fungsinya. Penyebutan  Poktan  dimaksud  dapat
menggunakan nama antara lain paguyuban, syarikat dan ikatan yang
selaras dengan budaya, kearifan lokal dan tidak menyimpang dari
karakteristik (ciri, unsur pengikat, fungsi) dan dasar penumbuhan dan

pengembangan Kelembagaan Petani.

Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan
dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan
kelompek untuk mendorong terbentuknya Kelembagaan Petani yang
mampu membangun sinergitas antar Petani dan antar Poktan dalam upaya
mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan
kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh
Penyuluh  Pertanian, dengan melaksanakan  penilaian Klasifikasi
Kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi

perkembangannya.

A. Karakteristik Poktan

Poktan merupakan Kelembagaan Petani non formal dengan kriteria

sebagai berikut:
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1. Ciri Poktan

a.

saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama
anggota,

mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang
sama dalam berusaha tani; dan

memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman,
kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan

sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

2. Unsur Pengikat Poktan

a.

kawasan Usahatani yvang menjadi tanggungjawab bersama di
antara anggota;

kegiatan yvang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar
anggota,

kader vang mampu menggerakkan Petani dengan
kepemimpinan yang diterima oleh anggota;

pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota
berdasarkan kesepakatan bersama; dan

motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang

telah ditetapkan.

3. Fungsi Poktan

a.

kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi
anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang
mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber
informasi dan teknelogi sehingga dapat meningkatkan
produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk
memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam
Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga
diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi
ancamarn, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan;
dan

unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara
keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat
dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan

menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
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B. Penumbuhan Poktan

1. Dasar Penumbuhan Poktan

a. penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-
kelempok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain
kelompek pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa,
kelompeck adat, selanjutnyva melalui kegiatan Penyuluhan
Pertanian didorong untuk menumbuhkan Poktan, sehingga
terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam
meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan
dari usahataninya;

b. anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai
mata pencaharian utama;

¢. Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu
RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih,
berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis
Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;

d. Poktan ditumbuhkembangkan dari, ocleh dan untuk Petani
dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang
Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat
dan usahataninya;

e. kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan
anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem
agribisnis (pengadaan sarana preduksi Pertanian,
budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran,
pengelahan hasil Pertanian, dan lain-lain).

Dalam penumbuhan Pcktan, yang perlu diperhatikan yvyaitu

kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi,

keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar
anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap
anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap
kegiatan.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Poktan

a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk
berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;

b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan

dengan memperhatikan aspirasi anggota;
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c. partisipatif, artinya semua anggeta terlibat dan memiliki hak
serta kewajiban vang sama dalam mengembangkan serta
mengelola Poktan (merencanakan, mengerganisasikan,
melaksanakan dan mengevaluasi);

d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali
potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana
produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan
kemandirian Poktan,

e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan

f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling
membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan
saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Pcktan

Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penumbuhan Poktan
1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan

data dan informasi Petani vang belum menjadi anggota

Poktan, meliputi:

a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau
dalam satu desa/kelurahan;

b) kondisi Petani dan keluarganya;

c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;

d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan

€) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.

2) Penyuluh Pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokeh Petani
dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:

a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat
membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta
hidup bermasyarakat;

b) proses penumbuhan; dan

) penyusunan rencana kerja.

3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan
kelompok-kelompok  atau  kelembagaan  sosial dan
pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu

desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
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a) syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan,;
b) pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan,
tujuan dan manfaat berkelompok;
c¢) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
d) fungsi Poktan;
€) ketentuan dalam Poktan; dan
1) ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.
b. Proses Penumbuhan Poktan

1) Penyuluh  Pertanian melakukan  sosialisasi tentang
penumbuhan Pocktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat
dan aparat desa/kelurahan,;

2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh
tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait,
dengan didampingi Penyuluh Pertanian;

3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam
surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;

4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara,
dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan
syarat sebagai berikut:

a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara
demokratis;

b) berdomisili di wilayah Poktan,

¢) mampu membaca dan menulis;

d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;

€) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan,;
dan

) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin
Poktan.

3) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan
dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau
menetapkan rencana kerja; dan

6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya
dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan

Pertanian (SIMLUHTAN).
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C. Pengembangan Poktan

Pengembangan Poktan diarahkan pada (a) penguatan Poktan menjadi

Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan

kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (¢)

peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya.

1. Penguatan Poktan menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan

Mandiri, melalui:

a.

b.

memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama,;
melaksanakan pertemuan secara berkala dan
berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat
lainnya);

menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif
Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara
partisipatif;

memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani,

memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu
sampai dengan hilir;

memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi
pasar;

sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha
Petani umumnya dan anggota khususnya;

menumbuhkan jejaring kerjasama kemitraan antara Poktan
dengan pihak lain;

mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota
maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama; dan
meningkatkan kelas kemampuan Poktan yvang terdiri atas Kelas
Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Usahatani

Upaya peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan

Usahatani, meliputi:

a.

memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah
dalam menyusun rencana dan memecahkan masalah dalam

usahataninya;
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b. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi
pasar, peluang usaha, potensi wilayah dan sumber daya yang
dimiliki, untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan
guna memberikan keuntungan yang optimal;

¢. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota untuk
memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses
permodalan;

d. meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola Usahatani
secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;

¢. meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi
usaha menjadi unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan
pasar dari aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas;

. mengembangkan kemampuan anggota dalam menghasilkan
teknologi spesifik lokasi; dan

g. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu
melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna pengembangan
modal Usahatani.

Peningkatan Kemampuan Poktan dalam Menjalankan Fungsinya.

Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan

pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dalam melaksanakan

fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3)

unit produksi, sehingga mampu mengembangkan Usahatani dan

menjadi Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri.

a. Kelas Belajar
Peningkatan kemampuan Poktan melalui proses belajar
mengajar diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai
berikut:

1) mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan belajar;

2) merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;

3) menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota;

4) melaksanakan pertemuan dan pembelajaran secara kondusif
dan tertib;

3) menjalin kerjasama dengan sumber-sumber infoermasi dalam
proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama
anggota, instansi pembina maupun pihak terkait;

6) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
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7) aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk
mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan
Penyuluhan Pertanian, dan sumber-sumber informasi
lainnya;

8) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat dan
masalah anggota;

9) merumuskan kesepakatan bersama, dalam memecahkan
masalah dan melakukan berbagai kegiatan; dan

10) merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik
internal maupun dengan instansi terkait.

b. Wahana Kerjasama

Peningkatan kemampuan Poktan sebagai wahana kerjasama,

diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya
mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;

2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan
pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai
tujuan bersama;

3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja
diantara anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;

4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab
diantara anggota;

3) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar
tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota,

6) melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa
Pertanian,

7) melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan,;

8) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang
dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;

9) menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak
penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil
dan/atau permodalan; dan

10) melakukan pemupukan modal untuk keperluan
pengembangan usaha anggota.

c. Unit Produksi
Peningkatan kemampuan Poktan sebagai unit produksi,

diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:
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1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan
produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang
tersedia dalam bidang tekneclogi, sosial, permodalan, sarana
produksi dan sumberdaya alam lainnya;

2) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama,
serta rencana kebutuhan Poktan atas dasar pertimbangan
efisiensi,

3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara)
Usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan,

4) menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang
terkait dalam pelaksanaan Usahatani;

3) mentaati dan melaksanakan Kkesepakatan, baik yang
dihasilkan secara internal maupun dengan pihak lain;

6) mengevaluasi kegiatan dan rencana kebutuhan bersama,
sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan
yvang akan datang;

7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan; dan

8) mengelela administrasi secara baik dan benar.

4, Penilaian Kelas Kemampuan Poktan
Penumbuhan dan pembinaan Poktan diarahkan pada upaya
peningkatan kemampuan Poktan dengan pendekatan aspek
manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Poktan
sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.
Penilaian kelas kemampuan Poktan dilakukan setiap tahun
oleh Penvuluh Pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan
jenjang klasifikasi kemampuan Poktan. Tata cara penilaian
kelas kemampuan Poktan Ilebih lanjut diatur dengan

Peraturan tersendiri.

BAB III
GABUNGAN KELOMPOGK TANI

Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan
usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit
usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi,
unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan

mikro (simpan pinjam).



2017, No.2038 18-

Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan

informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin

kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan

Poktan ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan

Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

A. Karakteristik Gapoktan

Gapecktan yang mampu mandiri dan berdaya saing, memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Gapoktan

a.

memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati
bersama;

melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan,
antara lain rapat anggota dan rapat pengurus;

menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai
dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif;
memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sekter hulu
sampai dengan sektor hilir;

memfasilitasi Usahatani secara  komersial  berorientasi
agribisnis;

melayani informasi dan teknologi bagi Usahatani anggota
Poktan yang bergabung dalam Gapoktan dan Petani lainnya;
menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan
dengan pihak lain; dan

melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran
anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan

sumber lainnya vang sah dan tidak mengikat.

2. Unsur Pengikat Gapoktan

Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya:

a.

tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi
Usahatani;

pengurus dan pengelela unit-unit usaha Gapoktan yang
profesional untuk memajukan Usahatani Gapoktan sesuai
permintaan pasar dan kebutuhan anggota;

pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan

industri Pertanian perdesaan;
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d. kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan
untuk meningkatkan pesisi tawar Gapoktan mulai dari sektor
hulu sampai hilir; dan

e. manfaat bagi Petani sekitar dengan memberikan kemudahan
memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi,
teknologi, pemasaran, dan lain-lain.

3. Fungsi Gapoktan

a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Proeduksi
Gapoktan secbagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota
untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain
pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan
permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan
Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

b. Unit Usahatani/Preduksi
Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas
untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar
schingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas
hasil.

c¢. Unit Usaha Pengolahan
Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa
penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknolegi dalam
pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses
pengelahan, sortasi/ grading dan pengepakan untuk
meningkatkan nilai tambah produk.

d. Unit Usaha Pemasaran
Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran
hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan
jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun
pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan
memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada
anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani
mandiri.

€. Unit Usaha Keuangan Mikre (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada
anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari

swadana Petani/sisa hasil usaha.
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B.

Penumbuhan Gapoktan

1. Dasar Penumbuhan Gapoktan

a.

penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang
partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati
keikutsertaan kelompeknya dalam Gapoktan, tanpa ada unsur
pemaksaan,;

Gapoktan tumbuh dari Poktan-poktan vang ada di
desa/kelurahan, sclanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan
Pertanian, diarahkan dengan menumbuhkan Gapcktan yang
terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan
skala Usahatani yang menguntungkan dan efisien; dan
penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan
vang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau
penggabungan Poktan yang berada dalam satu wilayah
kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara

kooperatif.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gapcktan

a.

kebebasan, artinya Gapoktan dapat mengembangkan unit
jasa/usaha  otonom  sesuai  kebutuhan, seperti  unit
Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, wunit usaha
pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan pinjam
serta unit jasa penunjang lainnya;

kesepahaman, artinya anggota Gapoktan memahami tujuan dan
manfaat dari Gapoktan;

partisipatif, artinya anggota Gapoktan memiliki peluang yang
sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan
pengembangan usaha Gapoktan,;

kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela
(atas dasar kesadaran sendiri) tanpa paksaan;

keswakarsaan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada
kemauan, kebutuhan dan inisiatif para anggota Gapcktan;
keterpaduan, artinya penumbuhan Gapoktan didasarkan pada
keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar
anggota untuk memperkuat dan mengembangkan

usahataninya; dan
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g. kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam
Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling
membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan dan
saling memperkuat.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Gapoktan

Penumbuhan Gapoktan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan
1) Penyuluh Pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi

Poktan-poktan, melalui pengumpulan data dan informasi

perkembangan Poktan, antara lain:

a) kondisi Usahatani dari Poktan;

b) Poktan yang belum menjadi anggota Gapoktan;

c) tingkat pemahaman Poktan tentang Gapoktan; dan/atau

d) klasifikasi kemampuan Pcktan dari aspek manajemen
dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi
Poktan.

2) Penyuluh Pertanian memberikan penjelasan data dan
informasi kepada tokoh Petani setempat serta aparat
desa/kelurahan mengenai:

a) pengertian tentang Gapoktan, meliputi ruang lingkup,
tujuan dan manfaat menumbuhkan Gapoktan;

b) proses dan langkah-langkah penumbuhan Gapoktan;
dan

¢) penyusunan rencana kerja dan cara kerja Gapoktan.

b. Proses Penumbuhan Gapoktan
1) Penyuluh  Pertanian melakukan  sosialisasi melalui

pertemuan Poktan-poktan dan pertemuan RW/dusun dalam

satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:

a) pemahaman tentang Gapoktan, meliputi pengertian,
Tuang lingkup, tujuan dan manfaat menumbuhkan
Gapoktan;

b) kewajiban dan hak setiap Petani yang menjadi anggota,
serta pengurus Gapoktan;

c¢) ketentuan yang berlaku dalam Gapoktan; dan

d) syarat-syarat caloen anggota.

2) Membuat pernyataan kesepakatan tertulis ocleh Poktan-
poktan tentang penumbuhan Gapoktan;
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3) Langkah-langkah membuat kesepakatan dalam Gapoktan:

4)

a)

b)

d)

Penyuluh Pertanian memfasilitasi pertemuan
pembentukan Gapoktan yang dihadiri cleh para ketua
Poktan yang akan bergabung, aparat desa/kelurahan
atau pameng desa, tokoh masyarakat dan instansi
terkait;

Penyuluh Pertanian memfasilitasi terbentuknya
Gapoktan, meliputi nama Gapoktan dan pengurus
(Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Secksi-seksi sesuai
kebutuhan);

membuat berita acara penumbuhan Gapcoktan yang
disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh
Penyuluh Pertanian, sebagai bahan penyusunan
programa desa/kelurahan;

menyusun daftar Poktan yang memenuhi syarat untuk
bergabung dalam Gapoktan; dan

setelah pregrama desa/kelurahan disusun,
pengembangan Gapoktan menjadi bahan bagi Rencana

Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.

Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang

melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya

dimuat dalam SIMLUHTAN.

c. Ketentuan Gapoktan

1) Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) Poktan,

2)

dengan syarat sebagai berikut:

a)

b)

<)

d)

adanya kepentingan untuk meningkatkan skala usaha
dan efisiensi dalam pelayanan kepada para Petani;
semua anggota Poktan sepakat membentuk Gapoktan
vang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;

Poktan memiliki usaha yang sama atau saling
melengkapi; dan

Poktan berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa

desa/kelurahan dalam satu kecamatan.

Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, Sekretaris,

Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki,

dengan syarat sebagai berikut:
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a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara
demokratis;
b) berdomisili di wilayah Gapoktan;
¢) mampu membaca dan menulis;
d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
€) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan
Gapoktan; dan
) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin
Gapoktan.
3) Tertib administrasi dan pembukuan keuangan.
Peningkatan Kemampuan Gapoktan
Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat
berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b)
unit Usahatani/produksi, (¢) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha
pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f)
unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya.
a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, Gapoktan

harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan
prasarana produksi Pertanian dari setiap anggota Gapoktan;

2) mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana produksi Pertanian dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan lembaga usaha sarana
dan prasarana produksi Pertanian; dan

3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak
penyedia sarana dan prasarana produksi Pertanian (pabrik
dan kios sapredi), permodalan, pengolahan, dan/atau
pemasaran hasil.

b. Unit Usahatani/Produksi

Sebagai  unit  Usahatani/produksi, Gapoktan  memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1) merencanakan dalam mengembangkan Usahatani yang
menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam
bidang teknologi, sosial, ekonomi, permodalan, sarana
produksi dan sumber daya alam lainnva yang berbasis

kawasan;
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2) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara)
Usahatani vang  direkomendasikan Badan  Litbang
Pertanian/BPTP sesuai dengan rencana kegiatan Gapoktan,;

3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak lain
vang terkait dalam pelaksanaan Usahatani;

4) melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan bersama
dalam Gapcktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;

S5) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan
Gapoktan, sebagai bahan perencanaan kegiatan vang akan
datang;

6) meningkatkan kesinambungan proeduktivitas dan kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan;

7) merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam
memecahkan masalah maupun untuk melaksanakan
berbagai kegiatan; dan

8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan secara
berkala, baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau
dengan Poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

c¢. Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha  pengolahan, Gapoktan  memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1) menyusun rencana kebutuhan peralatan pengelahan hasil
Usahatani anggota;

2) menjalin  kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak
penyedia peralatan Pertanian dan penyedia saprodi serta
pengusaha pengolahan hasil-hasil Pertanian dan pelaku
pasar;

3) mengembangkan kemampuan anggota dalam pengolahan
produk-produk hasil Pertanian; dan

4) mengorganisasikan kegiatan produksi Usahatani anggota ke
dalam unit-unit usaha pengelahan dan pemasaran.

d. Unit Usaha Pemasaran
Sebagai unit usaha pemasaran, Gapektan memiliki kemampuan

sebagai berikut:
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1) mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar
berdasarkan sumberdaya vang dimiliki untuk
mengembangkan komeoditi/produk dari Usahatani anggota
guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal,;

2) merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya
vang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;

3) menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pelaku pasar
dan pihak pemasck produk-produk hasil Pertanian; dan

4) mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk
hasil Pertanian.

Unit Usaha Keuangan Mikro

Sebagai unit usaha keuangan mikro, Gapcktan memiliki

kemampuan sebagai berikut:

1) menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota
untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan
agribisnis yang tersedia;

2) menumbuhkembangkan aksesibilitas anggota terhadap
sumber-sumber pembiayaan agribisnis vang tersedia;

3) meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola
keuangan mikro secara komersial,

4) mengembangkan kemampuan anggota untuk menggali
sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan
permodalan;

3) mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan
mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan
modal usaha; dan

6) mendorcng dan mengadvekasi anggota Gapoktan agar mau
dan mampu  melakukan — kegiatan simpan-pinjam,
menyisihkan hasil Usahatani guna memfasilitasi
pengembangan modal usaha.

Unit Penyedia Informasi

Mengembangkan pelayanan terhadap anggota dalam penyediaan

informasi, antara lain informasi tentang (1) sarana produksi

Pertanian, (2) harga Komoditas Pertanian, (3) peluang dan

tantangan pasar, (4) perkiraan iklim, dan ledakan organisme

pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan

menular, (3) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, (6)
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pemberian subsidi dan bantuan medal, (7) ketersediaan lahan
Pertanian. Untuk menunjang kegiatan unit penyedia informasi,
Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan cyber-extension
atau penyvedia informasi Pertanian lainnya.

g. Unit Jasa Penunjang lainnya
Gapoktan dapat mengembangkan unit jasa penunjang lainnya
vang dapat mendukung pengembangan  agribisnis di

wilayahnya.

C. Pengembangan Gapoktan

Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat

berdaya guna dan berhasil guna dengan ruang lingkup pengembangan,

meliputi:

1.

Peningkatan dan perluasan Usahatani serta jenis Usahatani
berorientasi pasar dan berbasis kawasan;

Peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan
usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
Fasilitasi penguatan Gapecktan menjadi KEP berbasis
Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan
posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik

Petani (BUMP).

Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pendampingan Penyuluh

Pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta
meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala
ckonomi;

Pemberdayaan Usahatani melalui pengembangan jenis-jenis
usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan
agribisnis;

Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis (kerjasama dan
kemitraan) antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
Meningkatkan kemampuan Gapoktan agar mampu membentuk

KEP yvang berbadan hukum.
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D. Penilaian Kelas Kemampuan Gapoktan
Penumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya
peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek
manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan
sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit
Usahatani/produksi, (¢) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha
pemasaran, (e¢) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f)
unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. Penilaian
kelas kemampuan Gapcktan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

tersendiri.

PETANI PETANI PETANI
RUMAH TANGGA PETANY

PETANI PETANI
1. PENUMBUHAN 2. PENGEMBANGAN
a. ldentifikasi petani potensial calon anggota; a. Peningkatan kelas kemampuan;
b. Revitalisasi poktan nan aktif, b. Penumbuhan gapokian;
c. Penataan poktan non aktif; ¢ Pengembangan unit-unit kegiatan bersama;
d. Pembinaan arganisasi dan manajemen d. Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha

Gambar 1 Mekanisme Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan

Gapoktan

Strategi pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan), seperti

tertera pada Gambar 2.

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN OLEH PENYULUH
e Penataan Kelembagaan Petani
» Organisasi dan Manajemen Usaha
» Aspek Legal Formal
* Teknis Produksi/Teknologi

| Petani | | |—m—' Gapoktan | | |

A

Pengembangan Gapoktan

Perluasan Peningkatan Fasilitasi

usahatani dan jejaring pengembangan

peningkatan ketj dan gapoktan

jenis usahatani kemitraan menjadi KEP
usaha

\

SINERGI PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DENGAN PIHAK LAIN (KEMITRAAN USAHA)

. Pengembangan Jejaring Kemitraan Usaha
] Diversifikasi Produk
] Pengelolaan Unit Usaha

Gambar 2 Strategi Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan
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BAB IV
ASOSIASI KOMODITAS PERTANIAN

Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan
posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola
Usahatani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik.
Asosiasi Komeditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang
dibentuk cleh, dari, dan untuk Petani dalam membela kepentingan para
Petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam
mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar,
dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di

wilayah kabupaten/kota.

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;

2. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usahatani,

3. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan
Petani;

4. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di
dalam negeri dan di luar negeri;

5. mendorong persaingan Usahatani yang adil;

6. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi;
dan

7. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani.

Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para Petani yvang telah mengelola
Usahatani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi
organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka

waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

BAB V
DEWAN KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL

Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam
perumusan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
Dalam pengembangan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat
mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat vang

peduli pada kesejahteraan Petani.
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Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional
dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga.
Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertujuan
untuk mempercoleh keuntungan finansial. Dewan Komoditas Pertanian
Nasional dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
kebutuhan. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari
unsur-unsur (1) tokoh masyarakat; (2) Petani dan Pelaku Usaha; (3) Asosiasi
Komoeditas Pertanian; (4) pakar; (9) akademisi; dan/atau (6) konsumen

produk dan jasa agribisnis.

Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam

memperjuangkan kepentingan Petani, dengan tugas antara lain:

1. menampung dan penyalurkan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha mengenai pengembangan agribisnis;

2. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah mengenai pengembangan agribisnis;

3. memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan

4. membantu mediasi antar Asosiasi Komoditas Pertanian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui
penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan
berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian
usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan
Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi

pemerintahan.

Pengorganisasian penumbuhan, pembinaan dan pengembangan
Kelembagaan Petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan
penyuluhan di kabupaten/kota dan provinsi, dan satuan kerja yang
menyelenggarakan urusarn penyuluhan Pusat sesuai dengan

kewenangannya.
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A. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Desa/Kelurahan

Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana operasional di Wilayah Kerja

Penyuluh Pertanian (WKPP) melakukan pembinaan dan pengembangan

Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) di desa/kelurahan dengan

kegiatan sebagai berikut:

1.

10

11.

12.

mengidentifikasi dan menginventarisasi Kelembagaan Petani
(Poktan dan Gapoktan) yang ada di WKPP, termasuk Kelembagaan
Petani yvang ditumbuhkan melalui program dari masing-masing
subsektor;

menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh
Poktan dan Gapcktan;

melaksanakan kunjungan ke Poktan dan Gapoktan untuk
menyampaikan berbagai informasi dan teknologi Usahatani;
memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam melakukan identifikasi
potensi  wilayah, penyusunan RDK dan  RDKK, serta
bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan
RDKXK;

menyusun programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan;
membimbing berbagai keterampilan Usahatani serta melakukan
pembinaan dalam penerapannya;

membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usahatani
serta memilih alternatif pemecahannya;

menginventarisasi masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh
anggota, Poktan, dan Gapoktan untuk dibawa dalam pertemuan di
BP3K;

melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktan dan

Gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayvah kerjanya;

. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,

dan kewirausahaan anggota Poktan dan Gapoktan serta pelaku
agribisnis lainnya;

memfasilitasi  terbentuknya  Poktan dan  Gapoktan  serta
pembinaannya;

melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan (musyawarah/

rembug tani, temu wicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian);
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13. melaksanakan penilaian kemampuan Poktan dan Gapcktan dalam
melaksanakan fungsinya, serta memfasilitasi pengukuhan kelas
kemampuan Poktan dan Gapoktan;

14. berkoordinasi dan  bersinergi dengan organisasi Petani/
kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan
Petani; dan

15. melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data Poktan
dan Gapoktan kepada Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan
tugas penyuluhan di kecamatan.

Kepala  desa/lurah  sebagai penanggungjawab  pengembangan

Kelembagaan Petani di wilayah desa/kelurahan.

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kecamatan

Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di

kecamatan melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan

Petani (Poktan dan Gapoktan) di kecamatan dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang
disesuaikan dengan programa Penyuluhan Pertanian
desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;

2. memfasilitasi terselenggaranya programa Penyuluhan Pertanian
desa/kelurahan atau unit kerja lapangan di wilayah kerja satuan
kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan;

3. memfasilitasi proses pembelajaran Petani dan pelaku agribisnis
lainnya sesuai dengan kebutuhan;
menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknelogi Usahatani;
melaksanakan kaji terap dan percontohan Usahatani melalui
penerapan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);

6. mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses
kepada sumber informasi dan sumberdaya lain yang dibutuhkan
Petani;

7. melaksanakan forum penyuluhan kecamatan (musyawarah/rembug

tani, temu wicara dan koordinasi Penyuluhan Pertanian);
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8. memfasilitasi kerjasama antara Petani, Penyuluh Pertanian, dan
peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan
teknologi Usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;

9. menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan,
kewirausahaan Kelembagaan Petani serta pelaku agribisnis lainnya;

10. menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para Petani dan
atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;

11. memfasilitasi terbentuknya Gapoktan dan pembinaannya;

12. menginventarisasi Poktan dan Gapoktan yang berada di wilayah
kecamatan;

13. memfasilitasi Poktan dan Gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan
RDKK dan bertanggungjawab terhadap validitas RDK dan RDKK;

14. mengusulkan kepada  kelembagaan  Penyuluhan  Pertanian
kabupaten/kota, Kelembagaan Petani yang layak untuk
memperoleh fasilitasi dari lembaga/instansi di
pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain
sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan,;

15. melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan
Poktan, Gapoktan, dan memfasilitasi pengukuhan kelas
kemampuan Poktan dan Gapoktan;

16. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui
SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan; dan

17. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data
Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja yang
melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

Camat sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan Petani

di wilayah kecamatan.

C. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di

Kabupaten/Kota

Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di
kabupaten/kota  melakukan pembinaan  dan pengembangan
Kelembagaan  Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi) di

kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:
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1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota,
terutama berisi rencana kegiatan penyuluhan di wilayah
kabupaten/kota dan memberikan dukungan kegiatan Penyuluhan
Pertanian di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan;

2. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan
serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang
diperlukan Petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam
mengembangkan usahataninya;

3. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani
serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan;

4. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di
kabupaten/kota untuk pembinaan Kelembagaan Petani yang
berkaitan dengan pengembangan komoditas/diversifikasi produk
dan manajemen usaha,;

3. menginventarisasi data Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/
kota;

6. melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan
Kelembagaan Petani;

7. mengusulkan kepada satuan kerja vang melaksanakan urusan
Penyuluhan Pertanian di provinsi, Kelembagaan Petani yvang layak
untuk mendapatkan fasilitasi dari satuan kerja di
Pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain
sesuai kemampuan dan jenis usaha yang dikembangkan,;

8. melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian
kemampuan Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) serta
memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan
di wilayah kabupaten/kota; dan

9. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui
SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan; dan

10. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data
Kelembagaan Petani kepada Pimpinan satuan kerja vang
melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi.

Bupati/walikota sebagai penanggungjawab pengembangan

Kelembagaan Petani di wilayah kabupaten/kota.
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Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan),

seperti tertera pada Gambar 3.

Cretant e roin e o |

|

-
Inventarisasi di satuan kerja yang J

melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

A A

Verifikasi, validasi,
‘ dan registrasi di
SIMLUHIAN satuan kerja yang
melaksanakan

urusan penyuluhan
di kab/kota

A 4

Fasilitasi Kelembagaan Petani

Pemerintah Pemerintah SK Bupati/ Walikota
Pusat Prov/Kab/Kota Swasta <:| tentang Kelembagaan

Petani

Gambar 3 Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani

D. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Provinsi

Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di

provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan

Petani (Poktan, Gapoktan, dan Asocsiasi) di wilayah provinsi dengan

kegiatan sebagai berikut:

1.

menyusun programa Penyuluhan Pertanian provinsi, terutama
berisi rencana kegiatan penyuluhan di provinsi dan memberikan
dukungan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota;

melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi
partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan
Kelembagaan Petani;

melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan serta
pembinaan Kelembagaan Petani;

menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk
pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan, serta
pembinaan Kelembagaan Petani dan penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian;
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5. melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di
provinsi vang berkaitan dengan pengembangan
komoditas/diversifikasi produk dan manajemen usaha,

6. menginventarisasi Kelembagaan Petani yang berada di wilayah
provinsi;

7. mengusulkan kepada Kementerian Pertanian/instansi lain,
Kelembagaan Petani vang layak untuk memperoleh fasilitasi dari
satuan kerja di Pusat/provinsi/kabupaten/kota serta pemangku
kepentingan lain sesuai kemampuan dan jenis usaha yang
dikembangkan;

8. melakukan pembinaan dan pemantauan, kompilasi dan validasi
hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani di wilayah
kabupaten/kota; dan

9. melakukan pemutakhiran data Kelembagaan Petani melalui
SIMLUHTAN secara rutin sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan; dan

10. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data
Kelembagaan Petani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP).

Gubernur sebagai penanggungjawab pengembangan Kelembagaan

Petani di wilayah provinsi.

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Pusat

Kepala Badan PPSDMP sebagai penanggungjawab operasional di Pusat,
melakukan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani dengan
kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun programa Penyuluhan Pertanian nasional, terutama
berisi rencana kegiatan penyuluhan di Pusat dan memberikan
dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan di provinsi dan
kabupaten/ kota;

2. menetapkan  kebijakan  penumbuhan dan = pengembangan
Kelembagaan Petani;

3. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria penilaian
Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);

4. menyelenggarakan bimbingan serta fasilitasi pembinaan di provinsi

dan kabupaten/kota;
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5. melakukan identifikasi, pengelahan dan analisis data Kelembagaan
Petani;

6. melakukan berbagai kajian untuk menyempurnakan penetapan
kebijakan, serta penyvusunan norma, standar, pedoman, dan
kriteria penilaian Kelembagaan Petani;
memfasilitasi apresiasi pengembangan Kelembagaan Petani;
melakukan pengendalian, kompilasi dan validasi, serta mengolah
dan menganalisis hasil penilaian kemampuan Kelembagaan Petani
(Poktan dan Gapoktan); dan

9. melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutakhiran data

Kelembagaan Petani kepada Menteri Pertanian.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
terencana, sistimatis dan berkesinambungan untuk memantau proses
pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan,
Asosiasi, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional).  Monitoring
dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan
rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang
menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya,
ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses pembinaan

Kelembagaan Petani terlaksana sesuai dengan tujuan.

Tindakan yang diambil dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan proses pembinaan Kelembagaan Petani agar
terlaksana lebih efisien dan efektif, sebagai bahan untuk penyusunan

rencana kebijakan dan kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan wilayah,
sebagai berikut:
1. di wilayah kecamatan, dilakukan o¢leh satuan kerja yang

melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan,
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2. di wilayah kabupaten/kota, dilakukan oleh satuan kerja yvang
melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;

3. di wilayah provinsi, dilakukan oleh satuan kerja yang
melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan

4. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP.

Kegiatan moenitoring meliputi:

1. aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan
Kelembagaan Petani;

2. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja Penyuluhan Pertanian;
penilaian proses pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Petani;

4. kinerja penyuluh dan petugas lainnyva dalam penyuluhan dan
pendampingan,;

5. peningkatan sumber daya manusia Petani; dan

6. pengembangan aspeck statika (organisasi dan administrasi) dan
aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek

manajerial dan kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu
kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi
secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah
ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan dengan
membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pembinaan
Kelembagaan Petani. Evaluasi pembinaan Kelembagaan Petani perlu
dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (pre-evaluation),
evaluasi proses (on-going evaluation), evaluasi akhir (post/terminal

evaluation), maupun evaluasi dampak (ex-post evaluation).

Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik dan
berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi sampai dengan Pusat untuk mengetahui perkembangan
Kelembagaan Petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Penyuluh
Pertanian dan petugas lainnya perlu membuat laporan sebagai bahan
pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan

kebijakan tahun berikutnya.
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Penyuluh Pertanian merekapitulasi data Kelembagaan Petani yvang baru
tumbuh dan berkembang, selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan
satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
dengan melampirkan berita acara penumbuhan dan pengembangan
Kelembagaan Petani. Data ini dicatat sebagai database di kecamatan,
selanjutnya oleh Pimpinan satuan kerja yvang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan disampaikan kepada satuan kerja yang
melaksanakan urusan penyuwluhan di  kabupaten/kota melalui

SIMLUHTAN.

Data dan informasi pembinaan, penumbuhan dan pengembangan
Kelembagaan Petani disiapkan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:
nama, alamat anggota Poktan dan Gapcktan;

jenis usaha,;

jumlah anggota;

status kelas kemampuan Poktan dan Gapoktan,;

permasalahan yang dihadapi;

A G

kegiatan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan
Kelembagaan Petani vang dilaksanakan serta hasilnya; dan

7. lain-lain sesuai dengan program spesifik lokasi.

Laporan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan
Petani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja

Penyuluh Pertanian (e-evaluh).

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

merekapitulasi data dan informasi perkembangan Kelembagaan Petani

di wilayahnya, meliputi:

1. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Pocktan dan Gapoktan);

2. jumlah anggota Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan);

3. nama dan jumlah Kelembagaan Petani (Poktan dan Gapoktan) vang
telah melakukan jejaring dan kerjasama kemitraan Usahatani; dan

4. lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan, penumbuhan dan

pengembangan Kelembagaan Petani.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala sebagaimana alur pelaporan

sebagai berikut (Gambar 4):
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1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan kepada Pimpinan
satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan penumbuhan dan
pengembangan Kelembagaan Petani di wilayah kerjanya (WKPP);

2. pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan kerja
yvang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;

3. pimpinan satuan kerja yvang melaksanakan urusan penyvuluhan di
kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Pimpinan satuan
kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi; dan

4. pimpinan satuan kerja vang melaksanakan urusan penyuluhan di

provinsi menyampaikan laporan kepada Badan PPSDMP.

Kementerian Pertanian

'
]
=
w
o
-+

—s

urusan penyuluhan di provinsi [ Provinsi ]

[ Satuan kerja yang melaksanakan

urusan penyuluhan di [ Kabupaten / Kota ]
kabupaten [kota

{ Satuan kerja yang melaksanakan

tugas penyuluhan di kecamatan

[ Satuan kerja yang melaksanakan ]

[[[[ Penyuluh Pertanian ] [ Desafkelurahan ]

Gambar 4 Alur Pelaporan Pembinaan Kelembagaan Petani

BAB VIII
PENDANAAN

Pendanaan pembinaan Kelembagaan Petani dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {(APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber
lain vang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IX
PENUTUP

Pembinaan Kelembagaan Petani bersifat dinamis dan dapat dilakukan
perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam

pengembangan pembangunan Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI
DAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri;
memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan
kesejahteraan petani; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta

menjaga kelestarian lingkungan.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki
tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan
produktivitas serta target pencapaian swasembada dan swasembada
pangan berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun
sasaran terscbut, dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif
Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
(RDKXK].

RDK merupakan rencana kerja usahatani dari Kelompok Tani untuk
periode satu tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya
dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan
pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan

usahatani, kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.

REBKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana
produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari

kredit/permodalan/subsidi usahatani maupun dari swadana petani.
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Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yvang harus
dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan
suatu gerakan untuk mendorong Kelompok Tani menyusun RDK dan
RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani
dalam penvusunan RDK dan RDKK masih terbatas, maka penyuluh

pertanian perlu mendampingi dan membimbing Kelompok Tani.
B. Tujuan

Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk:

1. memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana
kegiatan usahatani;

2. meningkatkan kapasitas Kelompok Tani dalam penyusunan
rencana kegiatan usahatani; dan

3. meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing

Kelompok Tani untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.
C. Sasaran

Sasaran Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

1. penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan pelaksana penyuluhan di desa/kelurahan;
dan

2. pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.
D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

1. Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK);

2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);

3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi
(RDKK Pupuk Bersubsidi);

gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK;
pengorganisasian;

supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

No ook

pendanaan.
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Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tani yvang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan
petani/peternak/pekebun vang dibentuk oleh para petani atas
dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial,
ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

2. Gabungan Kelompok Tani yang sclanjutnya discbut Gapoktan
adalah kumpulan beberapa Poktan vyang bergabung dan
bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi
usaha.

3. Rencana Definitif Kelompok Tani yang seclanjutnya disebut RDK
adalah rencana kerja usahatani dari Poktan untuk satu tahun, yang
disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang
sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas,
pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama
dalam pengelolaan usahatani.

4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompeck Tani yang selanjutnya
disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi
pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha
vang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang
merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada
Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian
dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk
bersubsidi.

5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang
sclanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun
berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat
pesanan pupuk bersubsidi kepada Gapcktan atau penvalur sarana
produksi pertanian.

6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati
dengan bantuan tekneologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen
untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam

suatu agroekosistem.
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Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong
dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia
vang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh
PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Usahatani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari
produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana
produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara
Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya vyang
melakukan Usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana
produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian,
serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah

hukum Republik Indonesia.

BABII
RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI

RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan Usahatani

Poktan,

termasuk kebutuhan sarana produksi dan alat mesin Pertanian

(saprotan), dalam jangka waktu satu tahun.

RDK merupakan bahan dalam penyusunan programa penyvuluhan

desa/kelurahan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan usulan

pelaksanaan  penyuluhan di  desa/kelurahan melalui  Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes).

A. Penyvusunan RDK

RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut:
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1. pertemuan pengurus Poktan vang didampingi oleh Penyuluh
Pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang
lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun
sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang
dicapai anggota Poktan, dan (c¢) rencana penyusunan RDK dan
RDKK;

2. pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan,
didampingi oleh Penyuluh Pertanian, meliputi antara lain (a)
mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan
Usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan
dan sasaran produksi; (¢) membahas pola tanam/pola Usahatani,
kebutuhan sarana produksi dan teknolegi yang akan digunakan;
(d) merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan
perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal; (€]
mengorganisasikan dan menyusun pembagian Kerja; dan (f)
menyusun dan menyepakati RDK kegiatan Usahatani;

3. RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan Format 1 yang
ditandatangani oleh ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi
anggota Poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahataninya;

4. RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum
pelaksanaan Musrenbangdes; dan

5. Penyuluh Pertanian bersama pengurus Gapcktan melakukan
rekapitulasi RDK desa/kelurahan dalam bentuk sesuai dengan
Format 2, sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Gapoktan
dan rencana pendampingan Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja

Penyuluh Pertanian (WKPP).

Materi RDK

Materi RDK terdiri atas:

1. Pola tanam dan pola Usahatani yang disusun atas dasar
pertimbangan:
a. aspek teknis, meliputi agroeckosistem dan teknologi;
b. aspek eckonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan

keuntungan Usahatani; dan
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c. aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama
Poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran preduktivitas didasarkan atas:

a. potensi wilayah Poktan; dan

b. produktivitas dari masing-masing komeoditas.

Teknologi Usahatani:

a. ketersediaan teknologi; dan

b. rekomendasi teknologi.

Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas:

a. luas areal Usahatani Poktan,

b. teknologi yang akan diterapkan; dan

c. kemampuan permodalan anggota Poktan.

Kegiatan penguatan kapasitas Poktan, meliputi:

a. pertemuan rutin Poktan;

b. kursus tani/sekolah lapang;

c. demplot atau demfarm; dan

d. penilaian kelas kemampuan Poktan.

Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan Usahatani; dan

Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan

Peoktan.

BAB IIT
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI

A. Penyusunan RDKK

RDKK disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan

tahapan sebagai berikut:

1.

pertemuan pengurus Poktan vang didampingi oleh Penyvuluh
Pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi
antara lain (a) evaluasi realisasi RDKK musim tanam secbelumnya,
dan (b) rencana penyusunan RDKI

pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh ketua Poktan, didampingi
Penyuluh Pertanian, dengan materi antara lain (a) membahas dan
menetapkan saprotan vang akan digunakan; (b) menghitung dan

menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tepat
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(tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c)
menetapkan kebutuhan saprotan yvang akan dibiayai swadana
Petani, kredit, atau sumber pembiayaan Usahatani lainnya
termasuk dari subsidi pemerintah;

3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan
Format 3 dan ditandatangani oleh ketua Pektan;

4. selanjutnya RDKK  tersebut  diperiksa  kelengkapan  dan
kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Penyuluh
Pertanian Pendamping;

5. penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan
secbelum jadwal tanam;

6. RDKK ywyang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar
pertama untuk Gapoktan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian
Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan;

7. pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan

dituangkan sesuai dengan Format 4a, yang ditandatangani oleh
ketua Gapcoktan. Pecktan vang belum bergabung dalam Gapoktan,
maka RDKK direkapitulasi cleh Penyuluh Pertanian Pendamping
dan dituangkan sesuai dengan Format 4b.
Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut (Format 4a atau Format
4bh) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan
ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Pendamping, dan diketahui
oleh kepala desa/lurah kemudian disampaikan kepada satuan kerja
vang melaksanakan tugas penyvuluhan di kecamatan (Gambar 1);
dan

8. Rekapitulasi RDKK (Format 4a atau 4b) dibuat rangkap tiga,
lembar pertama untuk satuan kerja vang melaksanakan tugas
penyvuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk Penyuluh Pertanian
Pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip
Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan

sebelum jadwal tanam.

B. Materi RDKK

Materi RDKK terdiri dari:

1. jenis dan luas masing-masing komoditas yang diusahakan;

2. jumlah kebutuhan:
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a. benih/bibit;
b. pupuk;
Cc. pestisida;

biaya garapan dan pemeliharaan; dan
e. biaya alat dan mesin Pertanian (budidaya, panen dan pasca
panen).

3. kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola
anggota Poktan seperti untuk sub sektor tanaman pangan, sub
sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan
dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana
produksi yang diperlukan;
jadwal penggunaan saprotan (sesuai kebutuhan lapangan); dan

5. masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan secara rinci (jumlah
dan nilai uwangnya), baik yang akan dibiayai secara swadana

maupun melalui kredit atau fasilitasi pembiayaan lainnya.

BAB IV
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI
PUPUK BERSUBSIDI

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka
kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan Petani, pekebun, dan
peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK Pupuk

Bersubsidi.

Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu Petani,
pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan
pupuk bersubsidi sesuai azas enam tepat (tepat jumlah, jenis, waktu,

tempat, mutu dan harga).

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan
selama satu tahun, yang sclanjutnya dilakukan rekapitulasi secara
berjenjang dari desa/kelurahan sampai Pusat. Hasil rekapitulasi tersebut
digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat
nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga
digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada

penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi.
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Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani dengan luas lahan
maksimal dua hektar dan hanya akan diberikan kepada setiap Petani yang
bergabung dalam Poktan. Pengurus Poktan diharapkan mendorong Petani
lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta bersama-sama menyusun

RDKK Pupuk Bersubsidi.

A. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan RDK  yang telah

disusun oleh Poktan, dengan tahapan secbagai berikut:

1. penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara
musyawarah yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi
Penyuluh Pertanian;

2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk sesuai dengan
Format S5 dan ditandatangani oleh ketua Poktan;

3. pemeriksaan  kelengkapan dan  kebenaran < RDKK  Pupuk
Bersubsidi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pendamping
sebelum disetujui dan ditandatangani;

4, penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi paling lambat selesai pada
awal Februari; dan

5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap lima,
lembar pertama untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan),
lembar kedua untuk kepala desa/flurah, lembar ketiga untuk
Penyuluh Pertanian Pendamping, lembar keempat untuk ketua

Gapoktan, dan lembar kelima untuk ketua Poktan.

B. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

1. Pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk
Bersubsidi dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Format 6a,
serta ditandatangani oleh ketua Gapoktan. Bagi Poktan yang belum
bergabung dalam Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh
Penyuluh Pertanian Pendamping dan dituangkan sesuai dengan
Format 6b. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut (Format 6a
atau 6b) diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum
disetujui dan ditandatangani cleh Penyuluh Pertanian Pendamping,

dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
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2. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi (Format 6a dan 6b) dibuat
rangkap empat, lembar pertama untuk satuan kerja yang
melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di
kecamatan, lembar kedua untuk satuan kerja yang melaksanakan
tugas penyuluhan di kecamatan, lembar ketiga untuk Penyuluh
Pertanian Pendamping, dan lembar keempat sebagai arsip
Gapoktan atau Poktan. Rekapitulasi RDKK paling lambat selesai
pada akhir Februari.

3. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas prasarana dan
sarana Pertanian di kecamatan melakukan rekapitulasi RDKK
Pupuk Bersubsidi kecamatan sekaligus menandatangani (Format
7). Selanjutnya, rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut
diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebelum disetujui dan
ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan
tugas penyvuluhan di kecamatan serta diketahui cleh Camat.
Dalam hal di kecamatan tidak terbentuk satuan kerja yang
melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian, maka peran
satuan kerja tersebut digantikan oleh Pimpinan satuan kerja vang
melaksanakan tugas penyvuluhan di kecamatan.

4, Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan (Format 7)
dibuat rangkap empat, lembar pertama untuk Dinas
Pertanian/Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, danj/atau peternakan di
kabupaten/kota, lembar kedua untuk satuan kerja yang
melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota,
lembar ketiga dan keempat untuk arsip satuan kerja yang
melaksanakan tugas prasarana dan sarana Pertanian di kecamatan
dan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kecamatan

paling lambat selesai pada akhir Maret.
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Kepala Dinas Pertanian/SKPD vang melaksanakan urusan
prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan di kabupaten/kota melakukan
rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sekaligus
menandatangani (Format 8).

Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota dibuat
rangkap empat, lembar pertama untuk Dinas Pertanian/SKPD vang
melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan di provinsi,
lembar kedua untuk satuan kerja yvang melaksanakan urusan
penyvuluhan di provinsi, lembar ketiga untuk satuan kerja yang
melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, dan lembar
keempat sebagai arsip untuk Dinas Pertanian/SKPD yang
melaksanakan urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di
kabupaten/kota. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi kabupaten/
kota paling lambat selesai pada akhir April.

Kepala Dinas Pertanian/SKPD vang melaksanakan urusan
prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, danjatau peternakan di provinsi melakukan
rekapitulasi RDKK  Pupuk Bersubsidi provinsi sekaligus
menandatangani (Format 9J.

Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi dibuat rangkap
empat, lembar pertama untuk Kementerian Pertanian melalui
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, lembar kedua
untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian, lembar ketiga untuk satuan kerja yang
melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, dan lembar keempat
sebagai arsip untuk Dinas Pertanian/SKPD yang melaksanakan
urusan prasarana dan sarana Pertanian, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan di provinsi.
Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi provinsi paling lambat selesai
pada akhir Mei.
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Relmapitulasi RDKK
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(selesai paling lambat akhir Mei)
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urusan prasarana dan sarana pertanian, tanaman
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Pendamping
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T

Gambar 1 Alur/Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi RDKK Pupuk

Bersubsidi

BAB V

GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK DAN RDKK
Untuk mendukung keberhasilan pengembangan Usahatani diperlukan
partisipasi aktilf Petani, baik oleh aparat pembina maupun pemangku
kepentingan lain dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan
RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Gerakan tersebut, dilakukan
melalui peningkatan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usahatani
sesuai anjuran teknologi secara berkelompok dan berencana dengan azas
musyawarah. Dalam penyusunan RDK dan RDKEK, Poktan difasilitasi
Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi vang dituangkan

dalam rencana kerja Penyuluh Pertanian di WKPP.
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Fasilitasi penyusunan RDK dan RDKK dilakukan melalui praktik langsung
dan simulasi sehingga proses penyvusunan sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan riil Petani.

A. Persiapan Penyvusunan RDK dan RDKK

1. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan sosialisasi manfaat dan
kegunaan RDK dan RDKK bagi Petani, pengurus Poktan sebagai
perencanaan dalam pengembangan Usahatani;

2. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan inventarisasi faktor-faktor
yvang mempengaruhi kegiatan Usahatani anggota Poktan; dan

3. anggota Poktan mempersiapkan data dan informasi untuk

menyvusun RDK dan RDKK.

B. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKEK

1. pencanangan gerakan penyusunan RDK dan RDKK di
desa/kelurahan dilakukan oleh kepala desa/kelurahan dengan
melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
2. pencanangan gerakan penyusunan RDK dan RDKK dilaksanakan
di setiap tingkatan, yang bertujuan untuk mensosialisasikan
kegiatan, membangun kesadaran dan mendorong Petani serta
pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan tersebut;
3. gerakan penyusunan RDK dan RDKK di desa/kelurahan
dilaksanakan secara serentak pada Januari, melalui antara lain:
a. mengadakan pertemuan dengan ketua dan pengurus Poktan
yang ada di desa/kelurahan untuk mengatur dan menetapkan
jadwal musyawarah Poktan;

b. menggerakkan anggota Poktan untuk hadir dan aktif dalam
musyawarah Poktan;

c. mendorong Petani lain untuk bergabung dan berpartisipasi aktif
di dalam Poktan; dan

d. menghadirkan kepala desa/lurah dalam musyawarah Poktan.

4, Instansi pembina di masing-masing tingkatan, melakukan

bimbingan dan pengawasan terhadap penyvusunan RDK dan RDKK.
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Januari

RDK

RDEKK
|\ ] Setiap akhir musim tanam/siklus usaha

RDKK Pupuk Bersubsidi Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi
{untuk tahun berikutnya) Desa/Kelurahan

Awal Februari Akhir Februari

Gambar 2 Keterkaitan Penyusunan RDK, RDKK dan RDKK
Pupuk Bersubsidi

BAB VI
PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana pembinaan penyusunan RDK dan RDKK secara

berjenjang dilakukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan di

desa/kelurahan.

A.  Desa/Kelurahan

Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK dan RDKK, dengan

tugas sebagai berikut:

1.

melakukan identifikasi kemampuan Poktan dalam menyusun RDK
dan RDKK;

menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK
dan RDKK;

memfasilitasi penyusunan RDK dan RDKK; dan

melaporkan hasil pendampingan penyusunan RDK dan RDKK di
desa/kelurahan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan, sebagai bahan informasi dan

perencanaan pembinaan lebih lanjut.
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Kecamatan

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan penyusunan RDEK
dan RDKEK, berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas
scbagai berikut:

1. menyebarluaskan petunjuk teknis penyvusunan RDK dan RDKK,
sehagai acuan bagi Penyvuluh Pertanian di desa/kelurahan;

2. menjelaskan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK, kepada
Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan;

3. menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan penyusunan RDK
dan RDKK di desa/kelurahan;

4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan
penvusunan RDK dan RDKK, berdasarkan laporan dari Penyuluh
Pertanian di desa/kelurahan;

5. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan RDK dan RDKE,
sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
dan

6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas
Pertanian/SKPI? yang melaksanakan urusan penyuluhan di

kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian/SKPD yvang melaksanakan urusan penyuluhan di

kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK

dan RDKK, vyang Dberkoordinasi dengan dinas terkait di

kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. menyusun petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK
kabupaten/kota, sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan di
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

2. mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan RDK dan RDKK
kabupaten/kota kepada pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan;

3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan

RDK dan RDKK di setiap kecamatan;
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melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan
penyvusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari kecamatan,
sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
melakukan moenitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK
dan RDKK, scbagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan
lebih lanjut; dan

melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Dinas
Pertanian/SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di
provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dan

implementasi pembinaan penyusunan RDK dan RDKK.

D. Provinsi

Dinas Pertanian/SKPD yvang melaksanakan urusan penyuluhan di

provinsi, bertanggungjawab dalam pembinaan penyusunan RDK dan

REKK, vang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di provinsi

termasuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dengan tugas

sebagai berikut:

1.

menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK
provinsi sebagai acuan bagi pelaksanaan penyuluhan di provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan penyusunan RDK dan
RDKK provinsi kepada pelaksana penyuluhan di provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan
RDK dan RDKK;

melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan
penvusunan RDK dan RDKK  berdasarkan laporan dari
kabupaten/kota, sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan
lebih lanjut;

melakukan moenitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan
penvusunan RDK dan RDKK bersama dengan satuan kerja lingkup
Pertanian di provinsi, sebagai bahan informasi dan perumusan

perencanaan program di provinsi; dan
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6. melaporkan perkembangan penyusunan RDK dan RDKK ke Badan
PPSDMP dengan tembusan ke satuan kerja terkait di provinsi
sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan

penvusunan RDK dan RDKK.

Pusat

Badan PPSDMP bertanggungjawab dalam kebijakan pembinaan
pelaksanaan penyusunan RDK dan RDKK, dengan tugas sebagai
berikut:

1. menyusun Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan RDKK,
berkoordinasi dengan unit eselon [ terkait sebagai acuan bagi
pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di  provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

2. mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK dan
RDKK kepada pelaksana penyuluhan dan instansi terkait di
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

3. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penyusunan
RDK dan RDKK;

4. melakukan kompilasi dan validasi data tentang perkembangan
penyusunan RDK dan RDKK berdasarkan laporan dari provinsi,
sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut; dan

5. melakukan mcnitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RDK
dan RDKK bersama dengan Eselon 1 terkait sebagai bahan informasi

dan perumusan perencanaan proegram nasional.

BAB VII
SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dilaksanakan secara terkoordinasi, berkala
dan bherkelanjutan untuk memperlancar penyusunan RDK dan RDKEK
melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penyusunarn,
permasalahan, serta pemecahannya. Supervisi dan monitoring

dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut:
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1. supervisi dan monitering oleh Pusat dilaksanakan bersamaan
dengan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke
provinsi dan kabupaten/kota;

2. supervisi dan moenitoring dari provinsi dilaksanakan melalui
pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan ke kabupaten/
kota;

3. supervisi dan monitoring dari kabupaten/kota ke kecamatan
dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha;

4. pimpinan satuan kerja yvang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan wajib melakukan supervisi dan monitoring kepada
Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi penyusunan dan
pengusulan RDK dan RDKK; dan

5. Penyuluh Pertanian wajib memfasilitasi penerapan teknologi sesuai
dengan rekomendasi, sebagai dasar penyusunan kebutuhan

saprotan dalam RDK dan RDKK.
B. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk
mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan RDK
dan RDKK, sebagai bahan perbaikan perencanaan di masa yang

akan datang.

Pelaporan pengusulan RDK dan pelaporan rekapitulasi RDKIE,
merupakan instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk

bersubsidi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pendanaan penyusunan RDK dan RDKK dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBI} provinsi
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB IX
PENUTUP

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan RDK dan
RDKK sehingga memotivasi penumbuhan dan pengembangan Poktan, serta
pengembangan Usahatani. Meckanisme penyusunan RDK dan RDKK
dilakukan melalui kerjasama dan sinergitas antara satuan kerja
Penyuluhan Pertanian, kelembagaan teknis, serta kelembagaan penelitian
dan pengembangan Pertanian. Penyvusunan RDK dan RDKK merupakan

bagian vang tidak terpisahkan dari Pembinaan Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

SISTEM KERJA LATTHAN, KUNJUNGAN DAN SUPERVISI

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKU SUSI merupakan sistem Kkerja penyuluhan pertanian untuk
mewujudkan petani yang profesional, andal, berkemampuan
manajerial, dan kewirausahaan, melalui peningkatan pengetahuan,
sikap dan keterampilan Petani yang perlu disesuaikan dengan
perkembangan  teknologi pertanian, teknologi informasi dan
komunikasi, dan kebutuhan pelatihan bagi Petani dan Penyuluh
Pertanian. Supervisi pendampingan penyuluh kepada Petani dilakukan
oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di

kecamatan dan/atau Penyuluh Urusan Supervisi (Supervisor).

Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI merupakan kegiatan strategis
vang harus dilaksanakan secara terjadwal, teratur, terarah dan
berkelanjutan sebagai suatu sistem penyiapan SDM Pertanian menuju

kedaulatan pangan yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan.

B. Tujuan

Sistem Kerja LAKU SUSI bertujuan untuk:

1. memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LAKU SUSI di
Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

2. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan Sistem Kerja LAKU
SUSI; dan

3. meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian untuk melakukan

pengawalan dan pendampingan.
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Sasaran

Sasaran Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi:
1. Penvuluh Pertanian; dan
2. penyelenggara penyuluhan dan pemangku kepentingan lain di

Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Kerja LAKU SUSI meliputi:

1. kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
2. pelaksanaan LAKU SUSI;

3. monitoring, evaluasi dan pelapaoran; dan

4

pendanaan.
Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong
dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia
vang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh
PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

3. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian vang selanjutnya disebut WKPP,
adalah daerah binaan Penyuluh Pertanian yang terdiri dari satu
atau beberapa desa/kelurahan.

4. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi yang selanjutnya
disebut Sistem Kerja LAKU SUSI adalah pendekatan vyang
memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti
dengan Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Poktan
secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari
penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai

materi Kunjungan.
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10.

11.

12.

Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan,
baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada Penyuluh
Pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan
kemampuan mendampingi dan membimbing Poktan.

Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan
Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam
kelembagaan petani (Kelompcok  Tani/Gabungan Kelompok
Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan
petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu
memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di
lapangan.

Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Petani adalah Warga
Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang
melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang Warga Negara Indonesia yang
melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang
berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yvang ditumbuhkembangkan
dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan
memperjuangkan kepentingan Petani, mencakup Kelompok Tani,
Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan
Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Kelompek Tani vang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan
petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan
sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan
adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan
bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi

usaha.
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13. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari
produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana

produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

BAB II
KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

A. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan Petani,
maka arah kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
dilakukan melalui pemantapan sistem Penyuluhan Pertanian yang
terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan Petani dan
Pelaku Usaha yang berkarakter, memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri

dan berdaya saing mendukung bicindustri berkelanjutan.

Sistem Kerja LAKU SUSI sebagai bagian dari penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian, merupakan pendekatan yang memadukan
antara pelatihan bagi Penyuluh Pertanian, dan ditindaklanjuti dengan
Kunjungan berupa pendampingan kepada Petani/Kelembagaan Petani
secara terjadwal serta didukung dengan Supervisi teknis dari Penyuluh
Pertanian senior, dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi

Kunjungan.

B. Strategi

Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
vang terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung Sistem kerja LAKU
SUSI, meliputi:

1. peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, dinas teknis, dan
lembaga penelitian;

2. penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan,;

3. pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta;
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4. pemberdayaan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi

Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdayva
saing;

pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan
Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi
pertanian; dan

peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan

Pertanian.

Strategi pemantapan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

dijabarkan sebagai berikut:

1.

Peningkatan sinergitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

antarkelembagaan Penyuluhan Pertanian, satuan kerja teknis, dan

lembaga penelitian, dalam penguatan satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat

Keoordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Pertanian di Kecamatan, melalui:

a. pengembangan satuan kerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Data dan Informasi
Pertanian; dan

b. menjalin pengembangan Kkerjasama kemitraan usaha dengan
pihak lain.

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta,

melalui:

a. peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui
pelatihan/diklat (diklat dasar, diklat alih kelompok, dan diklat
teknis agribisnis);

b. bimbingan teknis/apresiasi/Latihan Kunjungan/magang/studi
banding;
uji kompetensi Penyuluh Pertanian;

d. penumbuhan dan pengembangan peran Penyuluh Pertanian
Swadaya;

e. optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Swasta; dan

f.  evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian PNS secara berkelanjutan

dan berjenjang.
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3. Pemberdayaan Petani, Kelembagaan Petani dan kelembagaan
ekonomi Petani (BUMP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan
berdaya saing, melalui:

a. peningkatan manajemen pengelolaan Kelembagaan Petani dan
kelembagaan ekonomi Petani;

b. pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan magang di bidang
pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan
pangan di P4S;

c. penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa
(Posluhdes);

d. pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui
pengembangan masyarakat (Community Development);

e. pengembangan Kelembagaan Petani dan KEP melalui
pengembangan jejaring dan kemitraan usaha;

f. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian di sentra
produksi melalui rembug tani, kursus tani, hari lapang Petani,
dan lainnya;

g. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian dalam
penyusunan RDK dan RDKK;

h. peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dan KEP; dan

i. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan,
Gapoktan) dan KEP.

4. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan
Pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi
pertanian, meliputi:

a. pengembangan sistem cyber extension dan SIMLUHTAN berbasis
internet;

b. penyusunan materi penyuluhan dan penvebarluasan informasi
melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak
(Majalah Ekstensia, leaflet, brosur, liptan, dan poster), dan e-
learning;
penyediaan informasi melalui tabloid dan majalah pertanian;

d. pengembangan database Penyuluhan Pertanian terintegrasi
dalam bidang kelembagaan penyuluhan, Kelembagaan Petani,

dan ketenagaan penyuluhan;
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e. peningkatan hubungan kerjasama antarkelembagaan yang
melaksanakan tugas penyuluhan, satuan kerja teknis, dan
lembaga penelitian dalam diseminasi informasi teknologi; dan

f. pengembangan data base Penyuluhan Pertanian terintegrasi.

5. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana, melalui:

a. dukungan penyediaan sarana pembelajaran penyuluhan,
komputer, dan pengadaan alat bantu penyuluh lainnya; dan

b. pemanfaatan lahan satuan kerja yvang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan sebagai media pembelajaran
penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi bekerjasama

dengan BPTP.
C. Penyvelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan Pertanian diselenggarakan untuk kepentingan sasaran,
vaitu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang bergabung dalam
Kelembagaan Petani dan KEP, agar mereka mau dan mampu menolong
dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk
meningkatkan preduktivitas, efisiensi wusaha, pendapatan, dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian

fungsi lingkungan.

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian akan efektif bagi Pelaku Utama
dan Pelaku Usaha, apabila setiap tahun dilakukan penyusunan
rencana kegiatan dimulai dari penyusunan programa Penyuluhan
Pertanian desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan
nasional. Selanjutnya Penyuluh Pertanian vyang bertugas di
desa/kelurahan menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan

berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan.

Penyuluh Pertanian melakukan penyuluhan dengan menggunakan
pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode
Penyuluhan Pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan serta
kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Materi Penyuluhan
Pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha yang berisi unsur-unsur: pengembangan
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sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, ilmu
pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan
pelestarian lingkungan. Materi penyuluhan bersifat spesifik lokasi
vang penyajiannya mampu menumbuhkan dan mengembangkan

motivasi Petani dalam mengembangkan usahataninya.

Penyuluhan Pertanian diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan
pemerintah, mulai dari Pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
dan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta melalui
kerjasama, baik antarkelembagaan penyuluhan maupun lintas
sektoral. LAKU SUSI sebagai sistem Kkerja vang dilakukan oleh
Penyuluh Pertanian vang diselenggarakan oleh Lkelembagaan
penyuluhan di kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Keterkaitan LAKU SUSI dengan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.

SISTEM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

PUSAT PROV KAB/KOTA KEC DESA/KEL SASARAN

Tim Supervisi Terpadu Tim Supervisi Terpadu Tim Supervisi Terpadu Supervisi

| LA AN Y v I YVl

BPPSDMP SKPD yang SKPD yang
melaksanakan melaksanakan
KJF Pen‘/UIUh urusan urusan

penyuluhan penyuluhan
prov kab/kota
KIF Penyuluh KIF Penyuluh
BADAN
PERGURUAN

Kunjungan

materi ¢

Satker yang
melaksanakan
tugas
penyuluhan
kecamatan

Permentan
ttg
Pembinaan

Kelembagaan

Petani

8-16

TINGGI BPTP LITBANG Poktan

Peneliti Supervisor,
Profesional UPT lingku . programmer, dan

giup Pendampmg sumberdaya

BPPSDMP Gapoktan

PUSDATIN
Profesional Profesional
- @) )
| melatih + T | I * melatih T . + dilatih I T I kuninnsan

Melaporkan Melaporkan Identifikasi Masalah

Gambar 1 Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
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BAB III
PELAKSANAAN LAKU SUSI

LAKU SUSI dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme kerja sebagai

berikut:

A,

Penetapan Jadwal LAKU SUSI

Jadwal pelaksanaan LAKU SUSI ditetapkan pada awal tahun atau

akhir tahun oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan

di

kecamatan berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian dan

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP), melalui proses

sebagai berikut:

1.

rapat koordinasi penetapan jadwal LAKU SUSI dapat dilaksanakan
bersamaan dengan rapat perencanaan kegiatan satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan lainnya;

rapat dipimpin oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan
tugas penyuluhan di kecamatan/Penyuluh Pertanian Urusan
Program (Programmer);

peserta terdiri dari semua Penyuluh Pertanian yang berada di
Wilayah Kerja satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan
di kecamatan beserta ketua/pengurus dari Poktan dan Gapoktan,;
rapat bertujuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan Latihan,
Kunjungan, Supervisi dan jadwal pertemuan di satuan kerja vang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan; dan

rapat koordinasi menghasilkan antara lain jadwal Latihan, jadwal
Kunjungan, jadwal Supervisi, dan jadwal pertemuan di satuan
kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan seperti
contoh jadwal Latihan dan Kunjungan pada Gambar 2. Jadwal
Latihan, Kunjungan, dan Supervisi disesuaikan dengan kondisi di
masing-masing satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan

di kecamatan.
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Minggu I Minggu II
Hari | Hari | Hari | Hari | Hari Hari | Hari | Hari | Hari | Hari
I II 111 IV Vv I II III IV Vv
5 6 7 i’ 7 8 )
! 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 | 1 1 1 | 1 ' 1 1
Leme e Lopmmmmdleeo oo Lo 'r ___________ deceaa leceoo .: _____ demmm e o 1
1 1
1 1 1
1 1 1
4 h 4 A 4
1. Kunjungan Penyuluh pertanian ke Pertemuan Penyuluh Pertanian di 1. Pelatihan Penyuluh Pertanian di
Poktan/Gapoktan; Satker yg melaksanakan tugas Satker yg melaksanakan tugas
2. Supervisi langsung ke lapangan penyuluhan di kec untuk mereview penyuluhan di kec;
oleh Pimpinan Satker yg hasil kunjungan 2. Supervisi teknis oleh Penyuluh
melaksanakan tugas penyuluhan Pertanian senior dan pejabat
di kec/ Penyuluh Pertanian SKPD yang melaksanakan urusan
Supervisor. penvuluhan di kab/kota.

Gambar 2 Contch Jadwal dan Mekanisme Pelaksanaan LAKU SUSI

Minggu I:

1. Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan kepada empat
Poktan selama empat hari kerja (hari ke I, 11, I1I, dan IV);

2. pada saat Penyuluh Pertanian di WKPP melakukan Kunjungan ke
Poktan (hari ke I, II, I, dan 1V), Pimpinan satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/Supervisor dapat
melakukan Supervisi ke lapangan; dan

3. hari ke-5, Penyuluh Pertanian dan Pimpinan satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di  kecamatan melakukan
pertemuan untuk menelaah dan mengkonsultasikan hasil
Kunjungan ke Petani/Poktan/Gapoktan/KEP dan hasil Supervisi
vang dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan

tugas penyvuluhan di kecamatan/ Supervisor.

Minggu II:

1. Penvuluh Pertanian di WKPP melanjutkan melakukan Kunjungan
kepada minimal empat Poktan selama empat hari kerja (hari ke 1, 11,
IV, dan V); dan

2. pada hari ke I, semua Penyuluh Pertanian mengikuti Latihan di
satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan,
sekaligus dilakukan Supervisi teknis oleh Penyuluh Pertanian
senior dan pejabat dari SKPD vyang melaksanakan urusan

penyuluhan di kabupaten/kota.
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Setiap Penyuluh Pertanian di WKPP dapat membina 8 - 16 Poktan,
Gapoktan, dan KEP serta dijadwalkan mengunjungi setiap Poktan
minimal sekali dalam dua minggu. Jadwal Kunjungan Penyuluh
Pertanian ke Poktan, Gapoktan, dan KEP dapat disesuaikan dengan
kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah Poktan di WKPP lebih
dari 8 Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan Kunjungan
lebih dari satu Poktan setiap hari. Apabila ada Poktan di WKPP
menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka Penyuluh

Pertanian dapat menambahkan waktu Kunjungan ke Poktan tersebut.
B. Persiapan dan Pelaksanaan LAKU SUSI

1. Latihan
a. Persiapan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
1) Menetapkan Materi Pelatihan
Materi pelatihan ditetapkan melalui langkah-langkah
berikut:
a) Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan
Usahatani di WKPP
(1) saat Kunjungan, Penyuluh Pertanian melakukan
identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh
Petani/Poktan/Gapoktan/KEP, meliputi
pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan
Petani dan lain-lain sesuai dengan Foermat 1;
(2) berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah
pengembangan Usahatani, manajemen Kelembagaan
Petani dan lain-lain, ditetapkan urutan pricritas
materi pelatihan yang dibutuhkan; dan
(3) menelaah Programa Penyuluhan Pertanian Desa/
Kelurahan dan Kecamatan pada tahun berjalan.
Apabila ada potensi dan masalah yang belum
tercantum dalam programa, maka dapat dilakukan

revisi terhadap programa tersebut.
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b) Identifikasi Kebutuhan Materi Pelatihan

“Materi pelatihan yang dibutuhkan” (dari hasil identifikasi
potensi dan masalah) dibandingkan dengan kemampuan
Penyuluh Pertanian dalam memfasilitasi Petani melalui
diskusi dengan semua Penyuluh Pertanian pada
pertemuan rutin hari ke V, minggu Il di satuan kerja yvang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan. Hasil
diskusi sesuai dengan Format 2.

2) menyepakati dan menetapkan bersama materi pelatihan
vang akan dilatihkan kepada para Penyuluh Pertanian di
satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan dan menetapkan narasumber untuk materi yang
akan dilatihkan termasuk rencana waktu pelaksanaannya,
sesuai dengan Format 3; dan

3) selanjutnya pimpinan satuan kerja yang melaksanakan
tugas penyuluhan di kecamatan melaporkan kepada
pimpinan SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di
kabupaten/kota tentang rencana pelatihan Penyuluh
Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan. Apabila narasumber tidak
tersedia di satuan kerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan atau di wilayah kecamatan, agar
dapat difasilitasi dan didukung oleh narasumber dari
instansi terkait di kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan Pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan

1) Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan Penyuluh Pertanian tentang hal-hal nyata dan
baru sebagai materi dalam membina Petani/Poktan/
Gapoktan/KEP;

2) Pelatihan dilaksanakan di satuan kerja yvang melaksanakan
tugas penvuluhan di kecamatan secara rutin setiap dua
minggu sekali, kegiatan pelatihan bagi penyuluh dapat
disinergikan dengan pelatihan tematik/pelatihan teknis yang
dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dengan

metoda on the job training (OJT).



2017, No.2038

3)

4)

5)

6)
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peserta pelatihan yaitu Penyuluh Pertanian yang berada di
wilayah satuan kerja vang melaksanakan tugas penyuluhan
di kecamatan;

materi pelatihan dapat berasal dari:

a) materi pelatihan mengacu pada hasil identifikasi
kebutuhan pelatihan sesuai dengan Format 2;

b) materi pelatihan tentang penumbuhan dan penguatan
Poktan, Gapoktan dan KEP mengacu pada: 1) Pedoman
Pembinaan Kelembagaan Petani; 2) Buku I: Kelompok
Tani Sebagai Kelas Belajar; 3) Buku II: Kelompok Tani
Sebagai Wahana Kerjasama; 4) Buku III: Kelompok Tani
Sebagai Unit Produksi; 5) Buku IV: Pembentukan
Koperasitani; 6) Petunjuk Pelaksanaan Penilaian
Kemampuan Kelompeck Tani; 7) Petunjuk Pelaksanaan
Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani; dan 8)
Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan
Ekenomi Petani.

pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogy dan

pemecahan masalah serta dapat dikombinasikan dengan

pengamatan langsung pada lahan percontohan di satuan
kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
sebagai sarana pembelajaran;

narasumber pelatihan terdiri dari Penyuluh Pertanian di

satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di

kecamatan yang menguasai materi atau instansi/lembaga

terkait yang sesuai dengan bidangnya antara lain: KCD, UPT
kecamatan, Penyuluh Pertanian swadaya, SKPD yang

melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di

kabupaten/kota, satuan kerja teknis terkait

kabupaten/kota, praktisi, perbankan, tenaga profesional
pertanian. Apabila diperlukan, maka narasumber dapat
berasal dari SKPD yang melaksanakan urusan Penyuluhan

Pertanian di provinsi, dinas teknis terkait provinsi, BPTP,

Balai Pelatihan Pertanian, dan perguruan tinggi, sesuai

dengan Format 3;



73 2017, No.2038

7) setiap akhir pelatihan, masing-masing Penyuluh Pertanian
membuat rencana materi Kunjungan kepada
poktan/gapoktan/KEP di WKPP; dan

8) pimpinan satuan Kkerja yang melaksanakan tugas
penyuluhan di kecamatan bertanggungjawab  atas
pelaksanaan kegiatan pelatihan Penyuluh Pertanian,
kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan yang
dilaksanakan kepada pimpinan SKPD yang melaksanakan

urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.

2. Kunjungan

a.

Persiapan Kunjungan

Sebelum pelaksanaan Kunjungan Penyuluh Pertanian kepada

Petani/Poktan/Gapoktan/KEP, setiap Penyuluh Pertanian

melakukan persiapan sebagai berikut:

1) menyampaikan dan menyepakati rencana serta jadwal
Kunjungan ke Poktan/Gapeoktan/KEP pada pertemuan
Posluhdes/Rembug Tani;

2) frekuensi Kunjungan Penyuluh Pertanian ke Poktan/
Gapoktan/KEP minimal dua minggu sekali;

3) menyesuaikan Rencana Kegiatan Tahunan Penyuluh
Pertanian (RKTP) dengan jadwal Kunjungan
Poktan/Gapoktan,;

4) menyediakan materi Kunjungan beserta alat peraganya vang
dibutuhkan untuk membantu pemecahan masalah yang
dihadapi cleh Poktan/Gapoktan/KEP, antara lain:

a) mengembangkan Usahatani, meliputi antara lain:
(1) teknologi Usahatani spesifik lokasi;
(2) pengembangan  Usahatani  berbasis komoditas
unggulan wilayah;
(3) program pembangunan pertanian yang sedang dan
akan dikembangkan di desa/kelurahan tersebut.
b) penumbuhan dan pengembangan Poktan/Gapoktan/
KEP; dan
c] peningkatan kapasitas SDM Petani/Poktan/
Gapoktan/KEP.
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Menetapkan metode penyampaian materi Kunjungan

Metode penyampaian materi Kunjungan disesuaikan dengan
materi Kunjungan, seperti materi untuk peningkatan
pengetahuan dengan metode ceramah dan diskusi,
sedangkan materi untuk meningkatkan keterampilan

dengan metode praktik.

b. Pelaksanaan Kunjungan

1)

2)

kunjungan Penyuluh Pertanian kepada Petani/Poktan/

Gapoktan/KEP:

a) Melakukan pendampingan dan bimbingan berdasarkan
materi Kunjungan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan Petani sesuai dengan materi
Kunjungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
PetanifPoktan/ Gapoktan/KEP.

b) Mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai
bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:

(1) data Poktan, sesuai dengan Format 4;

(2) data Gapoktan, sesuai dengan Format 3;

(3) data KEP, sesuai dengan Format 6;

(4) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen,
produksi dan produktivitas komoditas strategis,
sesuai dengan Format 7; dan

(O) permasalahan Petani/Poktan/Gapoktan/KEP.

setiap Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke

Poktan/ Gapoktan/KEP selama 4 hari kerja dalam satu

minggu (seperti pada Gambar 2). Jadwal Kunjungan

disesuaikan sebagai berikut:

a) jadwal Kunjungan rutin yang telah disepakati dapat
disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyuluh
Pertanian dengan Poktan/Gapoktan/KEP;

b) apabila jumlah Poktan yang berada di WKPP lebih dari 8
Poktan, maka Penyuluh Pertanian dapat melakukan
Kunjungan lebih dari satu Poktan per hari dan dapat
ditambah satu Gapoktan;

c) apabila di WKPP ada Poktan/Gapoktan/KEP yang
menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka
Penyuluh Pertanian dapat menambahkan

waktu/frekuensi Kunjungan ke Poktan tersebut.
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3) kegiatan Kunjungan dapat dilakukan di tempat pertemuan
Petani/Poktan/Gapoktan/KEP (rumah Petani/balai
pertemuan /posluhdes), tempat Usahatani (lahan/saung),
dan lain-lain vang telah disepakati;

4) jadwal Kunjungan harus tercantum dalam RKTP sehingga
setiap Kunjungan Penyuluh Pertanian harus mencatat hasil
Kunjungan pada buku kerja Penyuluh Pertanian, sesuai
dengan Format 8; dan

5) Penyuluh Pertanian melaporkan hasil Kunjungan ke
Poktan/ Gapoktan/KEP kepada Pimpinan satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan pada setiap
pertemuan (dua minggu sekali).

3. Supervisi
Supervisi dilakukan secara berjenjang dan terpadu mulai dari
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat.
a. Kecamatan

Penyuluh Pertanian Supervisor melakukan Supervisi terhadap

kinerja Penyuluh Pertanian di lapangan setiap dua minggu

sekali. Jika Penyuluh Pertanian Supervisor belum ada, maka

Supervisi dapat dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja yang

melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan atau Penyuluh

Pertanian senior yvang ditunjuk.

Supervisi dilakukan secara langsung di lapangan pada saat

Penyuluh Pertanian melakukan Kunjungan ke

Poktan/Gapoktan/ KEP atau pada saat pertemuan dua minggu

sekali. Hasil Supervisi Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP

sehagai materi pertemuan pada periode berikutnya, sesuai

dengan Format 9.

b. Kabupaten/Kota

Supervisi dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan

penyvuluhan di kabupaten/kota dengan satuan kerja vang

melaksanakan urusan lain kabupaten/kota pada awal tahun
untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan

Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas

penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian

ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program

pembangunan pertanian di kabupaten/kota.
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Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD yang
melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dengan
instansi terkait lainnya menyepakati:

1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali;

2) membentuk Tim Supervisi Terpadu kabupaten/kota, terdiri
dari SKPD vyang melaksanakan urusan penyuluhan di
kabupaten/kota, satuan kerja yang melaksanakan urusan
lain dan peneliti pendamping; dan

3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing instansi.

Supervisi terpadu kabupaten/kota dapat dilakukan melalui

pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelatihan Penyuluh

Pertanian, dan/atau langsung di lapangan. Hasil Supervisi

disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh SKPD yang

melaksanakan urusan penyuluhan di  kabupaten/kota,
mencakup:

1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yvang
melaksanakan  tugas  penyuluhan  kecamatan — yang
membutuhkan dukungan narasumber dari kabupaten/kota,
Peneliti dan Praktisi/Profesional,

2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke
Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan
pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk
peningkatan kinerja penyuluh;

3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan
pertanian; dan

4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai
bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:

a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;

b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;

c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan

d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi
dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai

dengan Format 7.



o 2017, No.2038

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh

SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di

kabupaten/kota ke SKPD vyang melaksanakan urusan

penyuluhan provinsi.

Provinsi

Supervisi dilakukan oleh SKPD yvang melaksanakan urusan

penyuluhan di provinsi dengan satuan kerja yang

melaksanakan urusan lain di provinsi pada awal tahun untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah pelatihan Penyuluh

Pertanian di satuan kerja vang melaksanakan tugas

penyuluhan kecamatan dan Kunjungan Penyuluh Pertanian ke

Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian sasaran program

pembangunan pertanian di provinsi.

Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, SKPD vang

melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan satuan

kerja yang melaksanakan urusan lain menyepakati:

1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekalij;

2) membentuk Tim Supervisi Terpadu provinsi, terdiri dari
SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi,
satuan kerja yang melaksanakan urusan lain, BPTP dan UPT
lingkup Badan PPSDMP, Profesional; dan

3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing instansi.

Supervisi terpadu provinsi dapat dilakukan di SKPD vyang

melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui

pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja vang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan

Penyuluh Pertanian di satuan kerja yvang melaksanakan tugas

penvuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan.

Hasil Supervisi disusun oleh tim vang dikoordinasikan oleh

SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi,

mencakup:

1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja yvang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang
membutuhkan dukungan narasumber dari provinsi, antara
lain SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di
provinsi, satuan kerja yang melaksanakan urusan lain,

BPTP dan UPT lingkup Badan PPSDMP, Profesional,
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2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke
Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan
pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk
peningkatan kinerja penyuluh;

3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan
pertanian;

4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai
bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:

a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;

b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;

c) data KEP, sesuai dengan Format 6; dan

d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi
dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai
dengan Format 7.

Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh

SKPD vang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi ke

Badan PPSDMP.

Pusat

Supervisi dilakukan oleh Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan

Pertanian dengan instansi lingkup pertanian pusat pada awal

tahun untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah

pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja vang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan Kunjungan

Penyuluh Pertanian ke Poktan/Gapoktan/KEP serta pencapaian

sasaran program pembangunan pertanian nasional.

Dalam pelaksanaan Supervisi terpadu ini, Badan PPSDMP cq

Pusat Penyuluhan Pertanian dengan instansi terkait lainnya

menyepakati;

1) jadwal Supervisi (hari, tanggal) setiap 3 bulan sekali;

2) membentuk Tim Supervisi Terpadu Pusat, terdiri dari Pusat
Penyuluhan, Direktorat Teknis lingkup Pertanian, Badan
Litbang Pertanian, Pusat Data dan Informasi Pertanian
(Pusdatin), Perguruan Tinggi, Profesional; dan

3) materi Supervisi disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing instansi.
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Supervisi terpadu pusat dapat dilakukan di SKPD yang
melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi, SKPD vang
melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota, melalui
pertemuan para Penyuluh Pertanian di satuan kerja yang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, pelatihan
Penyuluh Pertanian di satuan kerja vang melaksanakan tugas
penyvuluhan di kecamatan, dan/atau langsung di lapangan.
Hasil Supervisi disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh
Badan PPSDMP cq Pusat Penyuluhan Pertanian, mencakup:

1) materi pelatihan Penyuluh Pertanian di satuan kerja vang
melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan yang
membutuhkan dukungan narasumber dari pusat, antara
lain Badan PPSDMP, Direktorat Teknis lingkup Pertanian,
Peneliti Pendamping, praktisi, profesional;

2) kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan Kunjungan ke
Poktan/Gapoktan/KEP, termasuk masalah dan
pemecahannya yang perlu mendapat dukungan untuk
peningkatan kinerja penyuluh;

3) masalah-masalah pelaksanaan program pembangunan
pertanian;

4) mengumpulkan data dan informasi yang terkini sebagai
bahan masukan untuk SIMLUHTAN, meliputi:

a) data Poktan, sesuai dengan Format 4;
b) data Gapoktan, sesuai dengan Format 5;
c] data KEP, sesuai dengan Format 6; dan
d) data luas lahan baku, luas tanam, luas panen, produksi
dan produktivitas komoditas strategis nasional, sesuai
dengan Format 7.
Hasil Supervisi terpadu ini ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh

Badan PPSDMP ke Menteri Pertanian.

BAB IV
MONITORING, EVALUAST DAN PELAPORAN

Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan
dengan rencana yvang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan
vang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan.
Selanjutnya, ditetapkan tindakan untuk perbaikan dan
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penyempurnaan kegiatan LAKU SUSI agar terlaksana lebih efisien dan
efektif, sebagai bahan untuk penvusunan rencana kebijakan dan

kegiatan tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan wilayah,

sebagai berikut:

1. di kecamatan, dilakukan oleh satuan kerja vang melaksanakan
tugas penyuluhan di kecamatan;

2. di kabupaten/kota, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan
urusan penyuluhan di kabupaten/kota;

3. di provinsi, dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan
penyuluhan provinsi; dan

4. di Pusat, dilakukan oleh Badan PPSDMP.

Kegiatan monitoring meliputi persiapan dan pelaksanaan LAKU SUSI,

untuk mengetahui:

1. keadaan dan ketersediaan fasilitas kerja LAKU SUSI,

2. penilaian proses pelaksanaan LAKU SUSI;

3. kinerja Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya dalam pelaksanaan
LAKU SUSI; dan

4. peningkatan SDM Petani dan Penyuluh Pertanian.
B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan
informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan
kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya. Evaluasi dilakukan untuk
penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan dengan
membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak pelaksanaan
LAKU SUSI. Evaluasi LAKU SUSI dilaksanakan secara teratur, baik
evaluasi awal (pre-evaluation), cvaluasi proses (on-going evaluation),
evaluasi akhir (post/terminal evaluation), maupun evaluasi dampak (ex-

post evaluation).
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Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi LAKU SUSI dilaporkan secara periodik

dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Pusat, untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,

Penyuluh Pertanian dan petugas lain perlu menyusun laporan sebagai

bahan pertimbangan dalam perumusan, perencanaan dan penyusunan

kebijakan tahun berikutnya.

1. Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan bulanan kepada
Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di
kecamatan, paling lambat setiap tanggal 2, berisi antara lain:

a. pelaksanaan Kunjungan ke Poktan/Gapoktan/KEP (Format 8);
dan

b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas
panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas
strategis prioritas nasional di setiap desa/kelurahan (Format 7).

c. pelaporan kegiatan Kunjungan oleh Penyuluh Pertanian menjadi
bahan bagi evaluasi mandiri penyuluh melalui e-evaluh yang
harus dilaporkan secara rutin.

2. Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan
menyvampaikan laporan bulanan kepada SKPD vang melaksanakan
urusan penyuluhan di kabupaten/kota, paling lambat tanggal 5,
berisi antara lain:

a. pelaksanaan LAKU SUSI ke desa/kelurahan (Format 9); dan

b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas
panen, produksi, produktivitas, dan standing crop) komoditas
strategis prioritas nasional di setiap kecamatan (Format 7).

3. SKPD vang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota
menyampaikan laporan bulanan kepada SKPD yang melaksanakan
urusan penyuluhan di provinsi, paling lambat tanggal 10, berisi
antara lain:

a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kecamatan (Format 10j;
dan

b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas
panen, produksi, produktivitas, dan stancding crop) komoditas

strategis prioritas nasional di setiap kecamatan (Format 10).
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4. SKPD yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi
menyampaikan laporan bulanan kepada Badan PPSDMP cq Pusat
Penyuluhan Pertanian paling lambat tanggal 15, berisi antara lain:
a. hasil pelaksanaan LAKU SUSI di setiap kabupaten/kota (Format

10); dan
b. rekapitulasi data perkembangan Usahatani (luas tanam, luas
panen, produksi, produktivitas, dan stancding crop) komoditas
strategis prioritas nasional di setiap kabupaten/kota (Format
10).
5. Badan PPSDMP menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan

Sistem Kerja LAKU SUSI kepada Menteri Pertanian.

BAB V
PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Sistem Kerja LAKU SUSI dapat bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD
provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem
Kerja LAKU SUSI sehingga memotivasi Penyuluh Pertanian, serta satuan
kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan kecamatan dalam
pengembangan Usahatani di lokasi sentra produksi pertanian. Sistem Kerja
LAKU SUSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembinaan

Kelembagaan Petani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN
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Form 7a ;. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Procduktivitas Komoditas (PadifJagung/Kedelai*)

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan

Uraian

Rata-Rata 5 Tahun
Terakhir

20...

"

20...

2

Target

Realisasi

Okt-Mar

Apr-Sep

Jumlah

Target

Realisasi

Okt-Mar

Apr-Sep

Jumlah

Luas Tanam (ha)

Luas Panen (ha)

Produksi (ton)

| w|ro] =

Produktivitas
(ton/ha)

Standing crop

*) Pilih salah satu

1) Tahun berjalan
2) Tahun sebelumnya

Form 7b Data Produksi Daging, Susu, Telur dan Komoditas Utama Peternakan 5 tahun terakhir (20,

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan

No

Uraian

Produksi (ton)

Rata-rata
(ton)

1

Sapi

Kerbau

dst

Form 7¢ Data Populasi Ternak 5 tahun terakhir (20

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
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Format 10
Kabupaten/Kota*}
Provinsi
A LATIHAN
Jumlah
Kecamatan/ Penyuluh Pemecahan
Kabupaten/ . Materi Masalah/
No. Pertanian . Narasumber | Permasalahan asala Keterangan
Kotaf L Pelatihan Tindak
Provinsi®) Yang Dilatih Inca
(orang) Lanjut
B KUNJUNGAN
Jumlah
Penyuluh Jumlah Kelembagaan Petani dan KEP
Kecamatan/ | b 1 ian yang dikunjungi (unit) ' Metode Pemecahan
Kabupaten/ Materi
No Kotal Yang Kuniungan Penyampaian | Permasalahan Masalah/ Keterangan
brovian | Melakukan Jung Materi Tindak
rovinsi’) Kunjungan Poktan Gapoktan KEP Lanjut
(orang)
C  SUPERVISI
Kecamatan/ | Jumlah Penyuluh Pertanian Supervisor/ P h
Kabupaten/ Pimpinan Satker yg melaksanakan Materi emeeanan
No . L Permasalahan | Masalah/ | Keterangan
Kota/ tugas penyuluhan di kec/ Penyuluh Supervisi Tindak
Provinsi™) Pertanian Senior®) (orang) L:njit
¥} Pilih salah satu
.............. s 2000

Kepala satuan kerja yang melaksanakan
urusan penyuluhan pertanian di kabupaten/
kota/provinsi
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Format 1

RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI (RDK)

I DATA KELOMPOK TANI

1 Nama Poktan
Tanggal berdiri

3  Alamat/TelponfEmail

4  Nama KetuafNo. HP

5 Kelas Kemampuan Poktan

6 Jumlah Anggota

7  Nama Penyuluh Pendamping L e e e e e e e L e e e L e e e e e e

= PP

II POTENSI SUMBERDAYA DAN ASET POKTAN

A, Potensi Sumberdaya Poktan

No Potensi Luas/Jumlah
1 |Luas Lahan Sawah:
Jenis Irigasi:

a. Teknis (ha)
b. Non Teknis (ha)
2 |Luas Lahan Kering (ha)
3 |Luas Pekarangan (ha)
4 |Luas Kebun:
a. Komoditas perkebunan ............. (ha)
b. Buah ............. (ha)
c. Sayuramn ................. (ha)
d. Tanaman Hias ................. (ha)
e. Tanaman Obat ................. (ha)
5 |Ternak:
a. Sapi/Kerbau (ekor)
b. Kambing/damba (ekor)
c. Unggas (ekor)

B. Aset Poktan

No As et Jumlah Sumber
1 |Sekretariat

Perlengkapan sekretariat (meja, kursi,

komputer, dll)

3 |Buku-buku administrasi

Alat dan mesin pertanian

5 |Lain-lain

EN
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Sasaran Produktivitas dan Pola Usaha :
Tahun sebelumnya Tahun Berjalan
Teknologi yang
No Komoditas Areal/ Produlstivitas areal Produktivitas alcan Fola Tanam /
Jumlzh rata-rata rea rata-rata digunakan Fola Usahatani
ha/ekor kw/ha ha/felkor kwiha
A [ Tanaman Pangan
B Hortikultura
C Ferkebunan
D FPeternakan
Rencana Tanam/Usahatani dan Kebutuhan Sarana Produksi Kelompok Tani
MTI
Kebutuhan Sarana Produksi
No Sub Sektor/ Komoditas Luas Tanam Pastisl Rencana
(ha) Benih | Urea | sp36 | ZA | NPK | Organi| da [icg | Alsinta pf:;;m Tanam [bulan]
ke | mg |t | g | kg | ke altar\ 1 (unit)| o ey

1]
1 [Tanaman Pangan
2 |Hertikultura
3 |Perkebunan

MTII
Kebutuhan Sarana Produksi
No Sub Sektor/ Koemoditas Luas Tanam Festis] Rencana.
(ha) Benih | Urea | SP36 | ZA | NPK | Organi| da licg |alsinta| 5% |oro o hutan)
(l=g) [reg) (k) | (kg] | ikg) | kgl | atau |n(unit]] gy

1tr]
1 [Tanaman Pangan
2 |Hortikultura
3 |Perkebunan
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MT I11
No Sub Sektor/ Komoditas Luas Tanam Kebutuhan Sarana Produksi Eencan
(ha) Benih | Urea | SP36 | ZA | NPK | omanic ﬁ:";ﬁj alsinta| B | om (bulan)
(l=g) [reg) (keg) (kg) | (kg ) ) |0 (unitf gy

1 [ Tanaman Pangan

2 |Hortikultura

3 |Perkebunan

Jumlah
Kebutuhan Sarana Produksi
No Sub Sektor/ Komoditas Luas Tanam Tastis] Rencana,
(ha) Benih | Urea | 5P36 | Za | NPK | Organi| da [kg |alsinta| 2 | 10500 (bulan)
(lg] [reg] (ksg] kgl | (kg | kbl | atan |n (unitl] , gy
1tr]

1 [Tanaman Pangan

2 |Hortikultura

3 |Perkebunan

4 Peternakan

Jenis Sarana produksi Yang Dibutuhkan
Mo Jenis Ternak Jumlah Hijauan Makanan Ternak
Ternale Bibit Pakan |Obat/ Vakein| Kendang
Urea SP36 ZA NF
ekor Rp Kg Rp Vol Rp | Unit Rp Kg Rp Kg Rp Kg Rp Kg
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IV KESEPAKATAN POLA TANAM/POLA USAHATANI

Sasaran Pola Tanam/{ Pola Usahatani/Bulan
Produktivitas
[kw/ha] [ ekor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11

Areal (ha) [

N K dit R
° omocitas Populasi (ekor)

I |Tanaman Pangan
Al|Lahan Sawah

- Padi

- Palawija (sebutkan)

B|Lahan Kering

- Padi Gogo

- Palawija (scbutkan)
I |Hortikultura

I |Perkebunan

IV |Peternakan

V RENCANA KEGIATAN KELOMPOK TANI

No Kegiatanf Gerakan Bulan Fenanggung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 Jawab
1  |Penyusunan RDK
2 |Penyusunan RDKK
3 |Penyampaian RDKK
4 |Persiapan Usahatani

- Pengadaan saprodi

- Perbaikan saluran irigasi/drainase
5 |Pembiayaan Usahatani

- Pengajuan Kredit

- Pemupukan modal anggota

- Pengembalian kredit

- Fasilitasi pembiayaan lainnya
6 |Kegiatan Produksi

- Pengolahan tenah

- Pesemaian/ Pembibitan

- Penanamen

- Pemupukan

- Pemeliharaen

- Panen

7  |Pasca Panen

- Pengolahan hasil

- Pemasaran

8 |Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
- Pertemuan rutin poktean

- Kursus tani/ Sekolah Lapang
- Demplot/demfarm

- Penilaian kelas kelompok tani
9 |Lain-lain
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Format 2

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KELOMPOK TANI (RDK])
TAHUN ......
DESA/KELURAHAN ......

I DATA GAPOKTAN

1 Nama Gapoktan
2 Tanggal berdiri
3 Alamat/ Telpon/email

4 Nama Ketua/No. HP

5 Jumlah Poktan H poktan orang ( Laki-laki: orang; Perempuan: ... orang)
6 Keragaan Kelas : Pemula : ....... poktan; Lamjut @ ....... poktan; Madya : . poktan; Utama : ....... poktan
Kemampuan Poktan

7 Unit Usaha/jasa Gapoktan (lingkari sesuai dengan kondisi Gapoktar) :
a Unit Usaha Penyedia Saprodi

b Unit Usahatani/ Produksi

c Unit Usaha Pengolahan

d Unit Usaha Pemasaran

e Unit Usaha Kenangan Mikro
f Lain-lain (sebutkan)

& Nama Penyuluh Pertanian Pendamping PO T O URUTR RPN
No HP OSSPSR PRR RPN

II POTENSI SUMBERDAYA DAN ASET GAPOKTAN
A, Potensi Sumberdaya Poktan

No Potensi LuasfJumlah
1 |Luas Lahan Sewah:
Jeris Irigasi:
a Tekms (ha)
b. Non Tekmis (ha)
2 |Luas Lahan Kering tha)
3 |Luas Pekarangan thay)

EN

Luas Kebun:
Komoditas perkebunan .............
Buah

EEEEE

a
b.
c.
d
e.

5 |Ternak:

a SapifKerbam

b. Kambing/domba
c. Unggas

N
FEE
M2 2

o
2

X

B.  Aset Gapoktan
No Aset Jumlah Sumber

Sekretariat

Perlengkapan selretariat (meja, kursi, komputer, dlf)
Buku-bulku administrasi

Alat dan mesin pertaman

Lain-lain

S
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III SASARAN PRODUKTIVITAS
A Sasaran Produktivitas dan Pola Usaha :

Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
Produktivitas Pradultivitas
Ha Komoditas Arealf Jumlan| T " " |Tekmalogiyang| Pala Tanam/ |Arealf Jumlah| " C 0 | Teknalagi yang| Pala Tanam/
akan Fala akan Fala
hia) skar [ digunakan Usahat ani hayekor e ha digunakan Usahatani

A [ Tanaman Pangan
B. Hortikultura
. Ferkehunan
D. Peternakan
E. Lain-lain

B Rencana Tanam,/Usahatani dan Kebutuhan Sarana Produksi Gapoktan

MT I
Kebutuhan Sarana Produltsi
Heo Sub Fektor/ Kemeditas Luas Tanam - Sumber| Fencana
ha) Benih | Urea | P36 | ZA | NPK |organic "ZS;: Alsinta |Permpd|  1a0AM
b ul
i | ey | Bl | b | g | R o )| e (bulan)
1 |Tanaman Pangan
2 |Hertiultura
3 |Perkebunan
MTII
Kebutuhan Sarana Produksi
Ha Sub Sektar/ Komoditas Luas Tanam —— o | Rencana
() Bemin | trea | 3836 | ZA | NPKC | Organik (PSSR Alirian | Tanam (bulan)
23] 23] bl | () | (kg ] | anwmp]
1 [Tanaman Pangan
2 Hortikultura
3 |Perkehunan
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MT 111
Kebutuhan Sarana Produksi
Ha Sub Sektar] Komoditas Luas Tanam Rencana
1) Benh | Urea | =38 | ZA | NPK | organik ‘T;"::: asirtan | SO o e (butaa)
| k| k| (kg | (kg) | O pal I an’”""a‘w]
1 [Tanaman Pangan
2 |Horikultura
3 |Perkebunan
Jumlah
Kebutuhan Sarana Produksi
Ha Sub Sektar] Komoditas Luas Tanam Rencana
(ha) Ben | Urea | sF3s | ZA | NPK | crganm T;‘;:j‘ Aksirtan P:““”“ Tanam (bulan)
| e | | [me) | kel | | gy | e RS
1 |Tanaman Pangan
2 [Hemikultura
3 |Perkebunan
4 Peternakan
Jenis Sarana produksi Yang Dibutuhkan
. " Qbat/ Hijauan Makanan Ternak
Mo Jeniz Ternak Jumlah Ternak Bibit Pakan Kandan: -
Vaksin 2 Urea SP36 Zh NPK Organik
ekor| Rp | Kg | Rp | Vol | Rp |Unit | Rp | Kg | Rp | Kg | Rp | Kg | Rp | Kg | Rp | Kg | Rp
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Aeal (na) /

Komoditas Populasi (gkor)

Sasaran

Pola Tanam,

Pola Usahatani/ Bulan

Produktivitas
(kw/ha) / ekor

3 6 7 8

9

s

Tanaman Pangan
Lahan Sawah
- Padi

- Palawija (sebutkan)
Lahan Kering

- Padi Clogo
- Palawija (sebutkan)]

Hortilkeultura

Perkebunan

Peternakan

V RENCANA KEGIATAN GAPOKTAN

Kegiatan/ Gerakan

Bulen

Penangegung
Jawab

ENN

Rekapitulasi RDK

Releapitulasi RDEK

Penyampaian RDKK

Pergiapan Usahatani

- Pengadaan saprodi

- Perbaikan saluran irigasi/drainase
Pembiayaan Usahatani

- Pengajuan Kredit

- Pemupukan modal anggota

- Pengembalian kredit

- Fasilitasi pembiayaan lainnya
Kegiatan Produksi

- Pengolahan tanah

- Pegemaian /Pembibitan

- Penanaman

- Pemupukan

- Pemeliharaan /Pengendalian OPT
- Panen

Pasca Panen

- Pengolahan hasil

- Pemasaran

Peningkatan Kapasitas Gapoktan
- Pertemuan rutin

- Kursus tani/Sekolah Lapang

- Demfarm

- FFD

- Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Petani

Lain-lain

Disetujui:
Penyuluh Pertanian Pendamping



2017, No.2038

104-

Tejumy

dy dy dy dy | By [ da [ By [ dy | Sy | du | By | dg | Su | da wun | da [ ea | da | S [ da [dosa | aoxg
HuEsio HAdN YZ 9eds B2
usBUNEEu] | weedeiquag ususyy  |ussmyaws, Suepusy WSHEA uBYBd naig
AR Taqung (2 + ) ! eed APIIS], URUENEW UBNERI] v /reqo 1 .ﬂ. ABIBL HUBISd BWEN oN
yeump yspumne
(a) efuurel vferg (¥] uBIUBMRJ ISYNPOIJ BUBIRG BABIH UEP UBYIING2Y
............... : SEJPOUWCHY
ueeuialad Jopjesqng g
weqod ®o35us Yo e BIP 3UBd BUEST UBIBESY USD UBUIINOSY ISNS9S IS0 (w
npr=d yepn 3usd 12100 (4
ye[wny
da da da da | By | da | By |y /ey da [ By | da [ Bw | dg [ Bw | da | Bw | da [ Ba | du | 3w BH
[usueq eoseq veslgyIEwad
38 AT '
:NHMNM& :m_mu.ﬂwﬁun_ (v cmww_wwma s Bpisnsad | yuedip MdN vZ 9gds BRI yrusg — YuRyed BWEN on
yepum SBIr]
[g) eAuure] eferg (W) uBmuEIad ISYNPold BURILS BAYIE UBR UBYTINGSY
............... SELPOWCY T,
e III.LA/ILLLA/T LA Weur] WISNA
ueungasiad /eIl rsioy/ uedueJ usweue], I0]132SqNG v
uglewreda’y]
ueyeinady \.mwwm
sony /ueisoden
Tue], sjlodwoay]
GI3ay} INVL IOdIWOTAY NVHALASAN JILINIJAd VNVONAN
€ 10,




2017, No.2038

{re erery I ey
LN
o
— 1
mre], Jeduworay vri=y Sudurepusd ugiusliRd ynmiuzg
miyssig
usBiBRIquad I20UWNS-I2QUMS UBYINGES (s
yepumg
dy dy |awun dy| 810 | dg dg |wun | dyg |wun [swep] dy 3 3
A [ BYBS)
uweunSBusg niyem foss HMMEMMEum g+ |[wemodsuery mMMMMH viuure] |uesewsSued| wisey uwpR 19V _M_mx_._mmmw— snps IUE)2 ] BB oN
B Jad
(g) sduure| BAB1g (¥) uBTUEIZ] ISINpOlJ BUBIEG BABIG UED WENING33] SWNSA
............... : SEJTPOUWICY
uedued ugyrosuad : BUBSQ SIUSL D




2017, No.2038

106-

e

eS| d e R EEHIEEHIEESEEE ESD E R ESE EE EEE EN ECHEEN EER YN E E R EER EET BEEET
Hruesig AdN vZ 9cds BRI
uwsunEsuad | usefeiquisg umuIs UISHEA
: IS[v¥ UBBIBYIRW=d Buwpuey uByBed narg uwHog Burs )
M Taqung 8+ v) qewis], uBuEyep wEneig /a0 AEUIST, ied N N
yepumn yepume
(g) vAuurg] vivrg (V) usIuBLIag 1SHNPGld BUBIES 2ABIg USp UBynIngy
: SE]TPoWCY
ueyruIaled : Iopfesqnsg ‘g
yepuum
da dy dy da | By | da | By | da pon/Ew| da [ Sy [ dw | Sw | dg [ Sw | da | Sy | du | Ba | du | Sn ®H
(touBd usrIByawad
UBBUNERUR | weedwiquiag BOSEJ UEBP . [FPRAE [ BpIsnsad | Hu=dip SIAN vz 9cds j:=ig} yrusyg
— g g+v) S Jusderzn * *E urBuBl, UEHO PUE N oN
B[ . SBIV]
(A) sAuurs] BABIG (V) uBIuBlIad 1SYNPCld BUBIES BABIH UEp UBymIng=y
SE)IpOWOy g
111 LIAL/TT.LIN/ T LA were], WISty 1

eung asiad /eI nsriioH /uesueJ Ueureue],

(ueyyoden sninSuag yaro 1seynjideyaiiqg)
(IM@¥) INV.L IOdINOTAN NVHALAGIN JILINIIAd VNVONTA ISVINLIdVITA

Ioesqns v
uRlewreday]

ueyeIn[ay/esag
uejoden

B4 JEUWLION



2017, No.2038

107

Bmduwrepusj usiueleg ynniusg

miesiq

ey fesa ereday
MERHLI

upsipiquad I2QUNS-ISQWNS UBHINGSS (wus

uEyod B1033U8 ([0 UB B[P 3usd BYUSN UBIBLESH UBP UBUIINGSH [BNS3S ST (4

np2d yepn 3uss 100 (.

yEmng

dy dg |wun| dy S0 | d9 da |yum | dy |wun susp| dag | 5u >
38 7\ [: BUBS]
:wﬂﬂv—mhﬂum [ NMMEMMEM_& g+ v) wenodsuel] mwmwwh vAuueT |ussewsfusd| WISIW UBP IBIY Mm&%mmw— STAIS UBIHeJ TUWEN aN
B, Tad
(a) vAuure] vieIg () uBIUB1Ia ISYNpel] BUBIEG BABIG UEp UBN]INGI)] SWNOA
: SETPOWIOY
uedued ueyeoduad : BUBS SIUS[



2017, No.2038

108-

R

d3 dy dy dy ERi dy X dy Eal dy ERi dy EX dg |yun | da oA | d3 Exl dy | 1092 IoH2
AUEID AN VZ 9eds B2 S—
urgundduag |ueedwiquag UBIuISTY ueRIBYLEWa] Buepuey ISABA usyed nqrg
' L £y UEIHO BUWE s}
neEm I2qung 8+ MBULR], UBURY B Ustsiyg freao ABWIRT, Fiod N N
yBumn, e
(g) efuure) vimg (W) ueIuELIR ISYNPoId BUBIRG BABIG UBD UBYTINGLY
SB)IPOUIo’]
ueseuIs)ad : 1033[9sqNS
yepumn
d3 d a3 dy | By | dy | 8w | da /R dy | By [ da [ Sy | dy | 8w | da | Sw | da | By | du | 8w BH
(uereg ueeneyatuad
:mﬂmﬁwﬂmm :GMMMMME @+ cmMM“%MMMmﬁ .\:nmmumc (PRI [IREETOT BRISTISad FuEsion MdAN vz 9eds j:chint qrusg ey, uBod BWEN on
[ip=ipinely _ sBI]
(g) efuure] vimg (v) usIuBlIag ISHNPOIJ BUBIEG BABIE UBP UBYMITASY

(+  IT.LA/IILIA/TLIA
ueungasiad /eimrsnioy /uesued UeUIeue],

(Burduwepuag ueruejiagd ynmniuad yaio senjyrdeyaiiqg)
NVLIO4dVD WVIVA SNNIVHIIT WNTIT DNVA NVLIOd IOV
(I31a¥} INVI IOdINOTAN NVHALASAEN JILINISAd VNVONTY ISVINLIAVIaY

SEJIpOUWIoY] T
urewre) wisnpy |
Jo3s[esqNg

ue1euwIBIdy]
ueyeInRy /esad
dd X m

gt TewIo,]




2017, No.2038

109

Budurepusg usiuelR ynmiusg

eIt/ esa vreday

mfesiy MyBIRIg
usefequad IagUMS-I1SqUWNS UEYINGSE (4,
uBod WMoFRus ya[o vy Ep Susd Byusn UMEBESY UTP UBUINNGSY [PISSS ISU (,,
waad HepR Susd 19100 |,
gepun
da dg |ywun | dg| Si0 | da da | wun | dyg |wup [stusp| dg | By s
BYBVS
ueeunSBusg | (4. UeriBIqQU=ag Bl123] " o [ nyeg -
N 13 Ccd BLIE OpN
— Toquing a+v 1seytodsuel], - wAUUIE] uesgaguag 1S3 UBp 1E[Y —— stHIS yod N
bp=feinetyl Jad
(d) sAuums] BAvig {¥) uBIUBLI3] 1SYNpol{ BUBIEg BABIg UBP UBYMINO3Y SWNIBA
: SB)IPOUIo’]

uedSued ueyeosusd

BUES) STUaP



...............................................

Furdurepusd wenrelsnd ynniusg

‘mimesig

nried yep} Fuek 12100

18301,

110-

2017, No.2038

e, o I I LA | T.LIW erumginn TN | 0L | TLW peromginn JW DLW | 1L geunginn LN LA | TLLA gerunginn TN I LN | 1L ®H
Mresio SN vZ 9£dS voIn wewey, | reered vuey oN
(831) PIsqnsag Sndnd wEYNINGa3 ol
SEIIPOUIOY]
(xTBBUIala ]/ ueungasiad /eininyioy /uedueJ UBWEUE], Io0)3asqng
UB]ewedady|
ueyeIn@y/esag
ueloden
rue], jodurofay]
1IAISANSYAd JMndnd (3Iay) INVL SOdINOTAM NVHALNGAY JLLINISAd VNVONTA
G 1BULIOY




2017, No.2038

111

...............................................

Furdurepuod wenrelrad ynniuag

mnjesig

yeanT/esa( eredoy

IS

n1iad sepn ued 19100

Te1oL,

qeune, iy JW I LW | T LW (e, 0 LW I LW | TLW (gemune I LW 0 LW | 1L juemune iy JW I LW ) T.LW pgerune 7 LW | ITLIW | TLIW ¥H
AeBio SIdN vZ 9eds eI weuel, B O BIIEN oN
(331) p1sqnsssg sndnd weymngsy SN
(» UeNEUIalRd/UBUNgIN I ]/ eIN]NI1I0H /Uuedue] UBWIBUE], Ioyyesqng
UR1BWEIIY
ueyeIn@y /esa(
uepjoden

(ueygoden sninduad yajo sepnyrdeqariq)

NVHWVINTIH/VSAA/NVIIOAVYD LVIONIL IAISINSATD dndnd
(33aA) INVL MOdIWOTAM NVHNLNGTH JLLINIIId VNVONIH ISVINLIdVIIA

BQ 1BULIOY




Fuidurepusd wernrelssd ynniusg

mernT fess( ereday

112-

INTEIeNI
nriad sepn1 ek 12100 {x
Tel0L,
e, I LN | 1T LW | TLW |gerune (1 LI | ITLLA | 1L Joerine IO LW 1T LA | TLW jueume (00 I I | 1T LW ey, 01 LIS | 1D LI | 1L BH
wedio SIAN vz 98ds ®IN weuey, | weplod ¥weN | oN

(E31) psgnsieg 3ndnd weyningey SENT
(- UeeUIalad /UBUNgaIad /eIn][I[I1I0H /uedued UBWEUE], I10}13asqNng
uBlBUIBIaY]
ueyeIn@y /esag
dd3ilI M

(3urdwrepuag ueruejiod yniniAusd ysio seniyrdeyasiq)
NVLIOdVD WVIVA DNNIVOIAII NNTII DNVA NV.ILHOd [DVH IAISENSAII IMNdNnd
(DIaY) INVL MOJIWOTAM NVHALNGAH JLLINIJAd VNVONTAY ISVINLIdVIAA

gqo9 jeurioyq

2017, No.2038




2017, No.2038

113

ueleweda| Ip ueluepad eueles uep eueleseld ueleweay Ip ueyninAuad sesny
sedny ueyeuesye@w SueA eliey uenies ejeda)y)| ueyeuesyejaw JueA elisy uenies ejeday JBWED
‘infhyesig InyelsyIq
nped yepn ueA 12100 (s
1210
gepmun, 101 LI | 1ITLLA | 1L |gefume ol LW 11D | T jaerne [0 LW IDIA | TLN jaemune IO I ITIW | T LA gei@mye 0T LW ITLLIN | 1L PH
AUedIo 3dN YZ 9eds bt weue, | veroden eurey | oN
(3y) mprsgnstag Mndnd weyningay SBN
(« mesTeuInla /reungasia/eimnynioy /uedueJ usureu], 1013esqngs
Ueleureda’y]

NV.LVINVOHTH IdISdNSddI dAndnd
@A) INV.L HOdWOTAN NVHNLAGTH JILINIJAd VNVONTA ISVINLIdVIIY

2, 1BULIOH




2017, No.2038

114-

e10Y /uajednqey] 1p

TENEUIID NETR /Uep ‘TeUngadiad “BINInNIIoHq

‘uedued UBLIBUR], ‘UBIUBRLIS{ BUBIES UEP BUBIESEI] UBSILI)

weseueselo Sued vl1ay venijeg /uenreliad seund eredosy

nriad sepr1 ek 19100

Telor,

qepune (LA I LW | TIA [ gepmye T LA ILLIN | 1L jueraanye o LW I | TN poeune 0L | ITLLIN | 1L jgerime i1 LI | I LA | 1L E¥H
e AN vz 98ds woIn wrewsy | werenresey wurey | o
(@) pisqnsaag sndnd weyningay ST

(yueseUIala ]/ ueungaiad /einjnyloy /uedue uBWEUE], I033@sqNg

ISULAOL]

B0y /uaredngey

VIO /NALVANAVI IdISINSATL MNdnd
(IMay) INVIL YOdINOTI NVHALAGTN JLLINILAd VNVONTA ISYVIALIdYVYIY
8 JBeuLIO ]




) 2017, No.2038
115



2017, No.2038

116-

IsurACIg 1P

TENEUIA NeTR/WEp ‘UBUNINIad “BININNIIIOH

‘ueBurd UBWEUR], ‘UBTUELI{ BURIES UEP BUBIESEL] UBSILI)

weeuesyelo Fued elioy wenijeg/uwenuelrad seund eredoy

nriad sepr1 3wek 19100

TelnT,
qepune LN 1T LW | T LI jgemunye 0 LW | I LN | TLLI (oerine o LI ID LW ) TLA jgeran e T A DL | T LA (qerane o1 LN ITLA | 1L BH
ArreRIo MdN VZ 9eds vaIn S EOM\MMMZQEQ on

(By) pegnstog ndnd weyningay SENT
(» UBYEUWIZ]a] /UBUNgaNId]/ein][NII0H /UESUE ] UBWIBUER], Iopsasqns
ISUIAQI]

ISNIAOJ IAISENSATI ANdNd
(A INVL MOdNOTAM NVHNLAGIM ALLINIZEd VNVONTY ISVINLIdVIZA

6 JBULIOY






